BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses memutuskan program-
program utama yang akan dilakukan dalam organisasi dalam rangka implementasi
strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap- tiap
program jangka panjong beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian
Renstra merupakan suatu tuntunan atau acuan dalom rangka pelaksanaon
Pemerintahan suatu Daerah/Kota yang tertuang dalom Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD).

Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi dokumen perencanaan untuk periode 5
lima tahunan (2018-2023), dan selanjutnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Kepala Daerah yang tertuang dalaom Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan RPJM Nasional dan berkorelasiserta
konsistensi dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta Kementerian terkait. Hal ini
sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaon Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54
Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam mengoperasionalkan progrom yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja
Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana strategis OPD yang
menindaklanjutiprogrom RPJMD kedalom program dan kegiatan OPD selama lima

tahun.

Program dan kegiatan dalam renstra OPD harus koheren dengan sasaran
RPJMD, dengan demikiaon RPJMD OPD tidak terlepas dari sasaron yang telah
ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang
merupakan salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai

unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan operasional



sesuai tupoksinya. Penyelengaaraan urusan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Sidenreng
Rappang, secara implisit kedudukan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasisebagai penyelenggara program Pemerintah Kabupaten, baik sebagai
pendukung maupun sebagai penunjang. Program RPJMD yang termasuk bidang
urusan lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu
dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan kegiatan perlu
memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya,
proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia. Sehingga rencana strategis terlaksana dengan baik

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai
hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RP)P)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi2014-2018
merupokan Renstra Tahap ke-4 dari tahapan pelaksana RPJPD Kabupaten
Sidenreng Rappang 2005-2025. Disamping itu Renstra memuat visi, misi, tujuan,
sasaran dan program serta kegiatan prioritas SKPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2018-2023.

b. Renstra dan Rencana Pembangunan Janghka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang

Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan SKPD yang dalam penyusunannya

berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

¢» Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten
Sidenreng Rappang

Pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2018-
2023 harus dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap
tahunnya.

de Renstra dan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi

Renstra pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi2018-2023,
setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja,

dan Transmigrasi sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM,



Dijabarkan

dipedomani

Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman
kepada Renstra 2018-2023 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sidenreng
Rappang.
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Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Huhkum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



5.

10.

1.

12

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, daon Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan doerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjong Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalaom Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun
2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara;

Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunaon Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 -2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPIMD ) Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2018-2023.



1.3, Mahsud dan Tujuan

Perubahan renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disusun dengan maksud sebagai
berikut:

1.  Untuk merespon perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama munculnya
Pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan Nasional.

2.  Untuk menjabarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023
yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi

3. Menjamin terciptanya efektivitas, efesiensi, sinkronisasi dan sinergi antar
perangkat daerah dan antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten

Sidenreng Rappang yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan renstra Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023
adalah:

1. Sebagai pedoman dalom penyusunan rencana kerja

2. Sebagai suatu upaya pemecahan dan antisipasi bagi kepentingan dan
kebutuhan mutakhir daerah
Menjamin pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.

4. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi Rinerja tahunan.

5. Memudahkan seluruh jaojaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalom mencapai tujuan renstra

cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

1.4, Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi2018-2023 disusun dengan mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara
Perencanaan, Pengendalion dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. Dalam penulisannya terbagi ke dalam delapan bab.

Bab pertama merupakan Pendahuluan berisi Latar Belakang, Landasan

Hukum, Maksud & Tujuan, dan Sistmatika Penulisan.



Bab kedua adalah Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang bermuatan
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi; Sumberdaya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi.

Bab ketiga adalah Permasalahan dan Isu-isu Strategis berisikan Identifikasi
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih; Telacghan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait dan Renstra
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; Telaahan RTRW dan dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab Keempat adalah Tujuan dan Sasaran berisikan Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Bab Kelima adalah Strategi dan Arah Kebijakan berisikan strategi dan
kebijakan untuk mencapai tujuan renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi.

Bab Keenam adalah Rencana Program dan Kegiatan serta Pendaonaan
berisikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi tahun 2019 — 2023.

Bab Ketujuh adalah Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang
menjelaskan Rinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaron RPJMD.

Bab Kedelapan merupakan penutup yang mengemukakan tentang
penjabaran lebih lanjut renstra dalam bentuk renja serta keterlibatan stakeholder

pembangunan dalam pelaksanaan renstra.



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERENGKAT DAERAH

Pelayanan Umum khususnya pada Bidang Koperasi melayani masyarakat
dalom mendirikon koperasi baru, memfasilitasi pinjoman bantuan melalui
Perbankan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pembinaan dan
pengembangan terhadap koperasi yang tidak sehat. Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) merupakan Bidang yang bersentuhan langsung terhadap pelaku
ekonomi tingkat bawah (Ekonomi Kerakyatan) yang memberikan kontribusi
pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu UMKM ini difasilitasi melalui
Perbankan untuk mendapatkan pinjoman atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada
Bidang Tenaga Kerja melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalom hal
meningkatkan kualitas tenaga kerja, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pada
Bidang Transmigrasi dilaokukan pengembangan wilayah transmigrasi sebagai bentuk

perluasan kesempatan berusaha menuju masyarakat adil dan makmur.

2.1. Tugas, Fungsi dan $truktur Organisasi Peranghat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2016
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata
Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur
penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai Tugas
Pokok dan Fungsi merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan
kebijakan urusan pernerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi



Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas adalah:

10.

1.

12

13.
14.

merumuskan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,Tenaga
Kerja dan Transmigrasi berdasarkan basil evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya
dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalarn lingkup dinas:

mengarahkan bawahan dalom rnclaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas
pokok dan fungsi agar- pekerjaan dapat berjalan lancar;

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang
terkait untuk rnendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

rnengoreksi, mernaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan
peraturan tata naskah dinas yang berlaku;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

merurnuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan
administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan,
perlengkapan dari peralatan:

menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mengkoordinasikan dan memverifikasi dokurnen izin usaha simpanpinjom
untuk koperasi dan bahan kebijokan izin pembukaan kantor cabang
pernbantu serta kantor kas;

mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional dan
menyelenggarakan pelayanan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan
pinjam;

melaksanakon pernbinaan koperasi simpan pinjom dan usaha mikro;
mengkoordinasikan perneriksaan pengawasan koperasi dan memverifikasi

data serta jurnlah koperasi yang akurat;



15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kermitraan
antar koperasi dan badan usaha lainnya:

melaksanakan kerjasarna pemasaran baik yang berskala lokal maupun
nasional;

meningkatkan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan serta memwverifikasi data
dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

melakukan penciptaan iklim usaha simpan pinjom yang sehat rnelalui
penilaian kesehatan koperasi:

melakukan bimbingan teknis akuntansi usaha sirnpan pinjom;
mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP
mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam;

melakukan bimbingan dan penyuluhan dalom pembuatan laporan tahunan
KSP/USP Koperarsi;

mengkoordinasikan pelaksariaan pendidikan, latihan, pengembangan dan
perlindungan bagi perangkat organisasi koperasi;

mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan koperasi;

fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaron dasar
koperasi dan pembubaran koperasi;

mengkoordinasikan pernberdayaan, perlindungan, pelaksanaan monitoring
evaluasi dan pelaporan usaha mikro;

mempromosikan akses pasar produk koperasi dan Usaha Kecil Menengah
melalui pameran dalam dan luar negeri;

mengdkoordinasikan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola olehkoperasi;
mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha rnenjadi usaha kecil;

mengkoordinasikan penetapan penempatan dan perluasan tenaga kerja;
mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan melakukan sosialisasi dalarn
rangka pemberdayaan tenaga kerjo;

mengkoordinasikan perumusan konsep Standar Operasional peningkatan
kesejahteraan pekerja dan keluarga serta perlindungan dan pengawasan
hubungannya dengan industrial ketenagakerjaan;

menyusun rencana kawasan transrnigrasi di Daerah;



10

35. mengoordinasikan pencadangan tanah untuk kawasan transrnigrasi  di
Daerah;

36. mengkoordinasikan layanan pengurusan hak pengelolaan;

37. mengkoordinasikan penataan persebaran kepala keluarga masyarakat
transmigrasi yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota;

38. memverifikasi konsep penernpatan keluarga trarismigran dan penduduk
dalam satuan permukirnan berdasarkan RKT;

39. memverifikasi konsep pernbangunan satuan permukiman transmigrasi yang
lokasi kawasannya dalaom daerah;

40. memuverifikasi konsep dukungan layanan hasil riset, data dan informasi, serta
pelatihan masyarakat di bidang ketransrnigrasian;

41. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kernenterian, lembaga
pernerintah non kementerion, dan lembaga lainnya dalam rangka
penyelenggaraan urusan bidang Koperasi,Usaha Kecil Merierigah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;

42. menilai hasil Rerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;

43. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan mernberikan
saran pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan;
dan menyelenggarakan tugas kediriasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris adalah s

1.

menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedornan dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub
Bagian sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kRerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

rnenyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani
naskah dinas:

mengikuti rapat-rapat sesuai-dengan bidang tugasnya;



10.

1.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22,

23.
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mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalarn lingkungan Dinas sehingga
terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan:
mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta pclaporan kinerja dun pelaporan keuangan
Dinas;

mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas:

melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;

melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, perneliharaan dan
penghapusan barang;

mengkoordinasikan dan rnelaksanakan pelayanan administrasi  umum,
kepegawaian dan hukum;

mengkoordinasikan dan rnelaksanakan pelayanan ketatausahaan:
mengkoordinasikan dun melaksanakan urusan rurnah tangga Dinas;
melaksanakan dan rnengoordinasikan pelayanan adrninistrasi keuangan;
mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
mengkoordinasikan don melaksanakan  kegiaton kehumasan dan
keprotokolan;

mengkoordinasikan dan melaksanakan pengurnpulan, pengolahan, penyajian
data dan inforrnasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran
pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Kepala Bidang Koperasi

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Koperasi, adalah:
1.

menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan

Bidang Koperasi sehingga berjalan lancar; .



10.

1n.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
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memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Koperasi untuk mengetahui perkernbangan pelaksanaan
tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja pegawai (SKP)

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya:

merencanakan dan menyusun kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan
simpan pinjarn;

melaksanakan pernbinaoan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kebijoksanaan  teknis operasional pengembangan badan hukum dan
organisasi koperasi:

melaksanakan koordinasi, pembinaan terhadap pelaksanaan pembentukan
Koperasi, pembubaran, penggabungan serta peleburan don pembagian
Koperasi;

menyusun dan merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis fasilitasi
kernitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;

melaksanakan pengembangan usaha Koperasi Simpan Pinjom (KSP) Usaha
Simpan Pinjom (USP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Usaha Jasa
Keuangan Syariah (UJKS);

menganilisis data dan jumlah KSP/USP yang akurat;

merancang dan merencanakan bimbingan teknis akuntansi USP;
mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim USP yang sehat melalui penilaian
kesehatan koperasi;

menyusun data kesehatan KSP dan USP;

rnerencanakan bimbingan dan peyuluhan dalam pernbuatan laporan
tahunan KSP /USP koperasi;

menyusun konsep pengembangan dan merencanakan pendidikan, latihan,
pemberdayaon dan perlindungan bagi perangkat organisasi koperasi,
mengembangkan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi;

merencanakan program revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola oleh

koperasi;
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19. menganalisa berkas pernbentukan dan pembubaran koperasi, serta
perubahan anggaran dasar koperasi;

20. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan kerjasama pemasaran baik
yang berskala lokal maupun nasional;

21. menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan akses permodalan dan akses
pasar bagi koperasi;

22. memfasilitasi pembiayaan melalui lembaga penjaminan bagi koperasi KSP /
USP dan koperasi bank perkreditan rakyat;

23. melaksanakan fasititasi dan pengembangan sistem pemasaran dan kemitraan
bagi Koperasi dengan swasta, BUMN dari BUMD;

24. menyiapkan baohan pembinaan don pedoman dalarn pemantapan dan
pengembangan usaha koperasi,

25. melakukan pemberian dan pengembangan melalui pembiayaan koperasi;

26. mengusulkan dan melakukan penindakan pemberian sanksi admistratif
kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;

27. merencanakan dan menyiapkan bahan atau data pemeriksaan dan
pengawasan kelembagaan, kepatuhan, USP, penilaion kesehatan USP/KSP
dan penerapan sanksi koperasi:

28. melakukan verifikasi kelengkapan pemeriksaan KSP /USP simpan pinjom,

29. memeriksa KSP/USP sirnpan pinjam;

30. mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait;

31. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Koperasidan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

32. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya

Kepala Bidang UMKM

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang UMKM adalah:

1. menyusun rencana kegiatan Bidarig Usaha Mikro Kecil dan Menengah

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. mendistrlbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi

sehingga berjalan lancar;
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16.
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memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengetahui
perkernbangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis
dalom pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan
menengah yang meliputi aspek produksi, sumberdaya manusia, dan
teknologi proses;

menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis
penumbuhan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi
pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan
kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi dan perlindungan usaha
dalam rangka pola kemitraan Usaha Mikro Kecildan Menengah;
menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis
mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi;

menyelenggarakan dan mengoordinasikan Perumusan Standar Operasional
(SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap)
Pembinaan dan Pengembangan UMKM;

mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
merancang akses pasar produk koperasi dan UKM melalui kegiatan
pameran;

merencanakan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan
skala usaha menjadi usaha kecil;

merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pernberdayaan usaha kecil;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan;
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17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Tenaga Kerja

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Tenaga Kerja adalah:

1.

menyusun rencana kegiatan Bidang Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi
sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalom lingkungan
Bidang Tenaga Kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

Kepala Bidang Transmigrasi

9.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Transmigrasi adalah,

menyusun rencana kegiatan Bidang Transmigrasi sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi
sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalom lingkungan
Bidang Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan perencanaan kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan
kawasan transmigrasi, dan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi.
menyusun perumusan konsep penyuluhan dan mekanisme pendaftaran, seleksi
calon Transmigrasi;

melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan kawasan transmigrasi;

10. mengoordinasikan urusan penentuan penempatan transmigrasi;
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melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat
transmigrasi,

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Transmigrasi dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas, unsur
staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub
bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagion Keuangan dan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian. Unsur pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi antara lain :

a. Bidang Koperasi, membawahi 2 Seksi :
- Seksi Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi
- Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
b. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ), membawahi 2 Seksi :
- Seksi Kelembagaan UMKM
- Seksi Usaha dan Promosi UMKM
c. Bidang Tenaga Kerja, membawahi 2 Seksi :
- Seksi Perlindungan Tenaga Kerja
- Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja
d. Bidang Transmigrasi, membawahi 2 Seksi :
- Seksi Pemberdayaan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Sumber Daya Peranghat Daerah
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsingya adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan urusan Pembinaan Koperasi,

Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
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Untuk kelancaran pelaksonaon tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-
kegiatan pembangunan lainnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 33 orang PNS
dan 20 orang Non PNS, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel.2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Tahun 2020
Status
No. Nama Jabatan Eselon DNS Non | Jumlah
PNS
1. | Kepala /b 1 - 1
2. | Sekretaris l/a 1 - 1
a. Kasubbag. Perencanaan IV/a 1 - 1
- Staf - 1 2 3
b. Kasubbag. Keuangan IV/a 1 - 1
- Staf - 2 2 4
¢. Kasubbag. Umum dan Kepeg. IV/a 1 - 1
- Staf - 3 5 8
3. | Kabid. Koperasi /b 1 - 1
a. Kasi, Kelembagaan dan IV/a 1 - 1
Pembiayaan Usaha Koperasi
- Staf - 2 1 3
b. Kasi, Pengawasan dan IV/a 1 - 1
Pemeriksaan Koperasi -
- Staf IV/a 2 1 3
4. | Kabid. UMKM /b 1 - 1
a. Kasi, Kelembagaan UMKM IV/a 1 - 1
- Staf - 1 2 3
b. Kasi. Usaha dan Promosi UMKM V/a 1 - 1
Staf - 1 1 2
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Status
No. Nama Jabatan Eselon NS Non | Jumlah
PNS
5, Kabid. Tenaga Kerja /b 1 - 1
a. Kasi. Perlindungan Tenaga Kerja IV/a 1 - 1
- Stof - 2 2 4
b. Kasi. Pemberdayaaon Tenaga | IV/a 1 - 1
Kerja
- Staf - 1 2 3
6. Kabid. Transmigrasi /b 1 - 1
a. Kasi. Pemberdayaan Kawasan &
Penempatan Transmigrasi IV/a 1 - 1
- Stof - 1 1 2
b. Kasi. Pemberdayaan Masyara-
kat Transmigrasi IV/a 1 - 1
- Staf - 1 1 2

Sedangkan untuk tingkat pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai
berikut:

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi

Ne. Pendidikan Lcllrzi-Lcj:leIrzl:is Kelclmli:erempuc:ln famiah

1. |SD - - -

2. | SLTP - - -

3. | SLTA 3 9 12

4. | Sarjona Muda 2 2

5. | Strata1 (S1) 4 24 28

6. | Strata 2 (52) 9 2 1

7. | Strata 3 (53) - - -
Jumlah 16 37 53
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Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Koperasi, UKM, Tenaga

Kerja, dan Transmigrasi didukung oleh sarana dan Prasarana, dapat dilihat pada
tabel 2.3.

Tabel. 2.3. Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja,

dan Transmigrasi Tahun 2019

Kondisi
No. Nama Aset Satuan | Jumlah B T KB | RB
1. | Gedung Kantor Paket 1 v - -
2. | Mobil Unit 1 Y - -
3. | Motor Unit 10 v - -
4. | Kursi kerja Pejabat Eselon Il Buah 1 v - -
5. | Meja kerja Pejabat Eselon Il Buah 1 v - -
6. | AC Set 14 12 2 -
7. | Kursi hadap Buah 7 Y - -
8. | Papan Struktur Buah (o] - - -
9. | Rak kayu Buah 4 - v -
10. | Kursi Putar Buah 5 v - -
11. | Meja kerja pejabat eselon I Buah 5 5 -
12. | Kursi rapat Buah 40 v - -
13. | Kursi kerja Peg. Non Struktural Buah 19 15 2 2
14 | Kipas Angin Buah 1 1
15. | Komputer & Laptop Unit 23 10 5 8
16. | Bupet Kayu/kaca Buah 2 - 2 -
17. | Wairless Unit 1 - v -
18. | Cermin hias Buah 1 1 - -
19. | Meja kerja peg. Non struktural Buah 8 8 - -
20. | Meja rapat Buah 4 4 - -
21. | Kursi kerja pejabat eselon llI Buah 5 5 - -
22. | Kursi futura Buah 3 3 - -
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No. Nama Aset Satuan | Jumlah Kondisi

B KB | RB
25. | Lemari arsip Buah 3 3 1 -
26. | Meja kerja eselon IV Buah 1 1 - -
27. | Kursi kerja eselon IV Buah 1 1 - -
28. | Printer Buah 18 2 2 14
29. | Camera Buah 1 1 - -
30. | Faximile Buah 1 1 - -
31. | Tabung Gas Buah 1 1 - -
32. | Kompor Gas Buah 1 1 - -
33. | Dispenser Buah 3 3 - -
34. | Kulkas Buah 1 1 - -
35. | Rak Piring Buah 1 1 - -
36. | Kursi kRerja pimpinan Buah 1 1 - -
37. | Kursi rapat pimpinan Buah 5 5 - -
38. | Kursi tamu Set 1 1 - -
39. | Meja kerja pimpinan Buah 1 1 - -

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2014 - 2018
Kinerja perangkat daerah pada Program yang diprioritaskan dalam
penyelenggaraan urusan dan pencapaian target serta penyerapan angarannya
lima tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, dapat dilihat tabel
2.4 dan tabel 2.5 berikut.
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Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2014-2018
. . Target | Target Target Target Renstra Dinas Realisasi Capaian Rasio Capaian
Indikator Kinerja Dinas
. SPM IKK indikator

Koperasi, UKM, Tenaga Kineri

inerja
Kerja, dan Transmigrasi - / 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018

ainnya
Persentase Pelayanan
jasa surat menyurat (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,8% | 100% 100% 100% | 100% | 98,8 100% | 100%

%
Persentase Tersedianya
kebutuhan terhadap 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98,5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98,5 | 100% | 100%
jaringan
komunikasi,penerangand %
an air cukup signifikan
(%)
Jumlah kendaraan 1unit | 1unit | 1unit | 1 unit
dinas/operasional yang 1 unit Tunit | Lunit | 1unit | Zunit |0 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
diasuransikan (unit)
Jumlah kendaraan 10 unit | 13 unit | 15unit | 12 unit | 11 unit 10 13 100% | 100% | 100% | 8,3% | 18,2%
Dinas/operasional yang unit unit | 15 1 unit 2 unit
selesai perizinannya
(unit) unit
Jumlah waktu . 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% | 100% | 99,5 | 100% | 100%
Pengelolaan administrasi bulan | bulan | bulan | bulan | bulan | bulan | bulan | 11 bulan | bulan %
keuangan (bulan)
bulan

Persentase pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 96% 100% 83% 100% | 100% | 96% | 100% 83%
kebersihan kantor (%)
Persentase pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 26% 100% 50% 100% | 100% | 26% 100% 50%
kebutuhan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor (%)
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. Target | Target Target Target Renstra Dinas Realisasi Capaian Rasio Capaian
Indikator Kinerja Dinas L
SPM IKK indikator
Koperasi, UKM, Tenaga Kineri
Kerja, dan Transmigrasi | |.nerja 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 2016 | 2017 2018
ainnya
Jumlah waktu 12 12 12 12 12 12 12 100 100 0% 0% 0%
6 pemenuhan Bahan bulan bulan bulan bulan bulan | bulan | bulan | 0 0 0 % %
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
(bulan)
Persentase Koordinasi 100% 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 100 100 100 100%
7 dan Konsultasi ke Luar % % % %
Daerah (%)
Persentase Koordinasi 100% 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100 100 100 100 100%
8 dan konsultasi dalam 100% % % % %
daerah (%)
Persentase pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 100 100 100 100%
9 Administrasi Perkantoran % % % %
(%)
Persentase pemeliharaan 100% 100% 100% - -
10 | 9edung kantor (%) 0% 16,3% | 0% 0% 100% | 0% 16,3 | 0% 0% 100%
%
PersentasePeningkatan 100% - - 100% -
11 | lumlah asset, keamanan 0% 0% 0% 0% 0% 0% |0% |0% |0% |0%
kantor (%)
PersentasePeningkatan 100% 100% - - -
12 | lumlah asset (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% |0% |0% |0% |0%
PersentasePeningkatan - - - -
13 | jumlah asset (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PersentasePeningkatan 100% - - -
14 '{;i)ndahan gedung kantor 0% 0% 0% 0% 0% 0% [0% |0% |0% |0%
0
Persentasesarana dan 100% 100% 100% 100% 100% | 0% 16,3% 0% 16,3
15 | prasarana aparatur yang 0% 0% 100% % 0% 0% 100%
dipelihara (%)
Jumlah sarana dan 13 unit | 13 unit | 13 unit | 12unit | 12 unit | 13 13 100% | 8,3%
16 | Pprasarana aparatur yang 100 100 | 84,6
dipelihara (unit)
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. . Target | Target Target Target Renstra Dinas Realisasi Capaian Rasio Capaian
Indikator Kinerja Dinas L
. SPM IKK indikator
Koperasi, UKM, Tenaga Kineri
nerja
Kerja, dan Transmigrasi | I_ / 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018
ainnya
unit unit % % %
Persentgse pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 39,5 61,4 | 8571 | 100% | 100 | 39,5 | 61,4 | 8571 | 100%
sarana dan prasarana 0
o aparatur(%)p % % % % % % %
Persentasepemeliharaan - 100% 100% 100% 100% 26,4 | 100% 50% 100 | 100 | 26,4 | 100% | 50%
18 | peralatan gedung kantor 100% | 100% 0 0 0 0
(%) % % % %
Persentasepemeliharaan - - 100% 100% 100%
19 | mebeleur (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% |0% |0% |0% |0%
Persentase disiplin - 100% -
20 | Pegawai/aparatur (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% [0% |0% |0% |0%
PersentasePeningkatan 100%
21 ?(Z;p"n pegawai/apara tur 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% |[0% |0% |0% |0%
Persentase kapasitas 100%-
22 ?(;)Tbef daya  aparatur 100% | 0% 0% 0% 0% 0% 0% |[0% |0% |0% |0%
Persentasecapaian 100% | 100%- 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 100 100 100 100%
23 | kinerja dan keuangan 100% 100% 100% % % % %
dengan tepat (%)
Jumlah koordinasi - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 0% 0% 0% 0% 0%
24 | pelaksanaan kebijakan 0 0 0 0 0
dan program
pembangunan koperasi
yang dilaksanakan (kali)
Jumlah koperasi yang 35 - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
25 dibinadgn diawasi (unit Koperasi 0 0 0 0 0
koperasi)
Jumlah koperasi yang di 25 20 30 37 40 0% 0% 0% 0% 0%
26 | monitoring, dievaluasi Koperas | kopera | kopera | kopera | kopera | 0 0 0 0 0
dan dilaporkan(unit




24

Target | Target Target Target Renstra Dinas Realisasi Capaian Rasio Capaian
Indikator Kinerja Dinas L
SPM IKK indikator
Koperasi, UKM, Tenaga o
Kerja, dan Transmigrasi s 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018
lainnya
koperasi) i si Si Si si
Jumlah koperasi yang - 45 50 55 46
27 | dibina kelembagaan dan kopera | kopera | kopera | kopera | Okop | 40kop | 50kop | Okop | 46kop | 0% 88,89 | 100% | 0% 100%
usahanya (unit Koperasi) si si si si %
0
Jumlah koperasi yang - - - 20 25 0% 0% 0% 0% 0%
og | dinilai kesehatannya (unit kopera | kopera | 0 0 0 0 0
Koperasi) si Si
Jumlah kegiatan studi - - - 1 kali 0% 0% 0% 0% 0%
29 | banding yang ‘ _ 0 0 0 0 0
dilaksanakan (kali)
Jumlahkegiatan dan 3 - 2 3 0% 0% 0% 0% 0%
30 | peserta Pelatihan kali/30 kali/30 | kali/30 | 0 0 0 0 0
penyusunan laporan orang orang orang
keuangan Koperasi yang
dilaksanakan (kali, orang)
Jumlah  kegiatan dan 4 6 6 6
31 | Peserta  Penyuluhan 2 kali/30 | kali/30 | kali/30 | kali/30 | kali/30 | 2 kali 0 kali 3 kali 0 kali 0 kali 100% | 0% 50% | 0% 0%
perkoperasian (kali, orang | orang orang | orang
orang) orang
Jumlah kegiatan dan - 3 - 3 0% 0% 0% 0% 0%
3o | peserta Pelatihan kali/30 kali/l30 | o 0 0 0 0
organisasi dan orang orang
manajemen Koperasi
(kali, orang)
Jumlah kegiatan dan - 2 1 1 0% 0% 0% 0% 0%
33 | pesertaTemu usaha kali/30 | kali/30 | kali/30 | o 0 0 0 0
kemitraan (kali, orang) orang orang orang
Jumlah koperasi yang - 15 20 - 0% 0% 0% 0% 0%
34 | mendapat modal kopera | kopera 0 0 0 0 0
Pengembangan (unit si si
Koperasi)
Persentase Terwujudnya - 4.81% 14.45 0.47 0% 0% 0% 0% 0%
35 | tata kelola kelembagaan % 0 0 0 0 0
(%)
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. Target | Target Target Target Renstra Dinas Realisasi Capaian Rasio Capaian
Indikator Kinerja Dinas L
SPM IKK indikator
Koperasi, UKM, Tenaga Kineri
Kerja, dan Transmigrasi | |.nerja 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018
ainnya
Persentase Tersedianya -| 0.11% | 0.35% 19.27 0% 0% 0% 0% 0%
36 | fasilitas pembiayaan % | 0 0 0 0 0
UMKM (%)
Persentase Tersedianya -| 0.05% | 0.17% | 0.23% 0% 0% 0% 0% 0%
37 | bantuan modal usaha 0 0 0 0 0
untuk pengembangan
UMKM (%)
Persentase Terciptanya - 0.006 0% 0% 0% 0% 0%
38 | UMKM percontohan (%) % | 0.017 0.013 0 0 0 0 0
% %
Persentase Terwujudnya 120 | 0.002 | 0.47% | 0.35% | 0.35% 0% 0% 0% 0% 0%
39 | kapasitas SDM UMKM orang % 0 0 0 0 0
(%) terlatih
Jumlah wirausaha baru 60org | 60org | 66.6 | 100 50% 100 | 100%
berbasis desa/kel yan 0
40 yang 60 or 60 or 60 or 60 or 60 or 40 or 60 or 30 or 0 0 0
terbentuk (org) 9 g g 9 9 9 9 9 7% % %
Persentase Terbukanya 8.57% 10% 11.43 12.85 0% 0% 0% 0% 0%
41 | lapangan kerja baru (%) % % | 0 0 0 0 0
Persentase Terwujudnya -| 0.14% | 0.20% | 0.23% 0% 0% 0% 0% 0%
42 | jumlah skala UMKM (%) 0 0 0 0 0
Persentase Terciptanya 0.88% | 0.99% | 1.05% 0% 0% 0% 0% 0%
43 | daya saing UMKM(%) 0 0 0 0 0
Persentase Tersedianya 25% 35% 40% 0% 0% 0% 0% 0%
44 | akses teknologi tepat 0 0 0 0 0
guna bagi UMKM (%)
Persentase 50% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
45 | Terbangunnya galeri 0 0 0 0 0
UMKM (%)
Persentase UMKM yang 30% 35% 35% 0% 0% 0% 0% 0%
46 | menjalin kemitraan (%) 0 0 0 0 0
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Indikator Kinerja Dinas
Koperasi, UKM, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi

Target
SPM

Target
IKK

Target
indikator
kinerja

lainnya

Target Renstra Dinas

Realisasi Capaian

Rasio Capaian

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015 2016 2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

47

Jumlah promosi,
pameran, pemasaran dan
pengembangan jaringan
UMKM vyang diikuti (kali)

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 kali

1 kali 2 kali

1 kali

1 kali

100%

33,33
%

66,67
%

33,33
%

33,33%
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Persentase pendataan,
monitoring dan evaluasi
UMKM (%)

2.700
UMKM

64.34
%

74.69
%

87.14
%

100%

0%

0%

0%

0%

0%
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Jumlah kecamatan yang
tercakup Penyusunan
data base Tenaga kerja
Daerah (kec)

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

0%

0%

0%

0%

0%

50

Jumlah angkatan kerja
yang dididik dan dilatih
keterampilan (AK)

20 AK

20 AK

20 AK

20 AK

20 AK

20 AK

0 AK 20AK | 0AK

0 AK

100%

0%

100%

0%

0%
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Persentase Penyebar-
luasan informasi bursa
tenaga kerja (%)

0%

100%

100%

100%

100%

0%

0% 0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Jumlah angkatan kerja
yang mengikuti
pelatihan(AK)

135 AK

150 AK

175 AK

200 AK

200 AK

140 0 AK 200
AK AK

200
AK

0%

93,3

0%

100

100
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Jumlah perusahaan yang
diawasi (perusahaan)

20
Perusa
h

20
Perusa
h

50
Perusa
h

50
Perusa
h

0%

0% 0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

54

Jumlah perusahaan yang
mengikuti Sosialisasi
berbagai peraturan
pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
(perusahaan)

40
Perusa
h

40
Perusa
h

50
Perusa
h

50
Perusa
h

0%

0% 0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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. . Target | Target Target Target Renstra Dinas Realisasi Capaian Rasio Capaian
Indikator Kinerja Dinas
. SPM IKK indikator
Koperasi, UKM, Tenaga Kineri
inerja
Kerja, dan Transmigrasi - J 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018
ainnya
Jumlah perusahaan yang 40 40 40 40 40 0 33 0 40 40 100% 100%
55 | diawasi dan dilindungai Perusah Perusa Perusa Perusa Perusa Perus Perus Perus Perus Perus 0% 82,5 0%
tenaga kerjanya h h h h ah ah ah ah ah ° % °
(perusahaan)
Persentase Penyediaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 100% 0% 0% 100% 0%
56 | dan pengelolaan 95,15 95,1
prasarana dan sarana 0 0% 0 0%
sosial ekonomi di kawa- % 5%
san transmigrasi (%)
Persentase Tercapainya 98,3 0% 100% 98,3 0% 100%
57 | pengembangan usaha - 100% | 100% | 100% | 100% | 0% o 0% 0% o | O
transmigrasi (%) 0 0
Persentase Transmigrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5g | Lokal yang dilatih (%) 100 %
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Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang
Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.000) Rasio Antara Realisasi dan Anggatan Rata-rata
Anggaran pada tahun (Rp.000)
Tahun (Rp.000) Pertumbuhan
Uraian
Anggar | Realis
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 5
an asi
Program Pelayanan
Administrasi 351.196 409.189 585.504 | 565.562 | 310.37 | 348.35 468.36 | 424.37 | 88% 85% 78% 75%
Perkantoran
3 2 3 9
Program Peningkatan
iafa”? dan Pra Sarana | 170,063 | 121.584 106.576 | 67.450 | 133.83 | 69.221 67.511 | 57704 | 79% | 57% 63% | 86%
paratur
3
Program Peningkatan 14.246 18.840 | 9.450
Pengembangan Sistem 12.755 10.988 | 13.467 9.653 86% 95% 4,048 | 51% 43%
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan 65.937 15.000 202.037 | 192.749 | 42.895 | 15.000 65% | 100% 76% 89% wub
Kewirausahaan dan 152.54 | 172.14
Keunggulan Kompetitif 5 A
UKM
Program 273.287 | 186.900 178.700 | 158.000 217.46 108.49 97.606 | 80.526 | 800% | 58% 55% 51% promo
Pengembangan 8 9 si
Sistem Pendukung
Usaha UMKM
Program Peningkatan 120.041 | 51.900 0| 42.493 | 54.661 | 46.88 0 9.850 | 46% | 90% 0% 23%
Kualitas kelembagaan
Koperasi 3
Program Peningkatan 0| 25.328 0 0o|o 25.328 0 0 0 100% 0% 0
Kualitas SDM kop
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Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.000) Rasio Antara Realisasi dan Anggatan Rata-rata
Anggaran pada tahun (Rp.000)
Tahun (Rp.000) Pertumbuhan
Uraian
Anggar | Realis

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018 an asi
Program Peningkatan 3.300 0 0 0 0% 0%
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
Program Peningkatan 2.708. | 1.348. 2.694. | 1.291. 99% 96%
Kesempatan Kerja 696 040 649 561
Program Perlindungan 60.000 | 102.50 6.972 | 64.812 12% 63%
dan Pengembangan 8
Lembaga
Ketenagakerjaan
Program 54.785 | 263.92 41.685 | 243.70 76% 92%
Pengembangan 0 0

Wilayah Transmigrasi
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Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa masih adanya beberapa kinerja
pelayanan yang tidak dapat terlaksona selama kurun waktu lima tahun serta
banyaknya Rinerja pelayanan yang belum mencapai hasil yang maksimal. Kondisi
tersebut diakibatkan secara umum disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran untuk
melaksanakan fungsi pelayanan tersebut.

Untuk bidang koperasi hanya 2 dari 11 kegiatan yang dapat dilaksanakan, itupun
dengan pencapaian target yang tidak maksimal. Untuk bidang UMKM dari 14 kegiatan
yang direncanakan, hanya dapat dilaksanakan 2 kegiatan dengan hasil yang cukup
memuaskan.

Untuk bidang tenaga kerja dari 7 Regiatan yang direncanakan hanya 3 kegiatan
yang dapat terlaksana. Dan bidang transmigrasi dapat melaksanakan 2 dari 3 kegiatan
yang direncanakan

Kondisi di atas dibuktikan dengan anggaran dan realisasi yang terjadi pada kurun

waktu lima tahun seperti yang terlihat pada tabel 2.3.2.

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015 - 2019
Dalam mengukur kinerja perangkat daerah digunakan indikator-indikator
yang terdapat dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 18

Tahun 2020 serta indicator lain yang dianggap relevan dan penting.

Persentase Koperasi Ahtif

Sejak lama koperasi sering disebut sebagai soko guru (tiong penyangga)
perekonomian Indonesiq, seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945,
koperasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejohteraan sosial,
sebab pada koperasi tercermin tentang cara bagaimana perekonomian Indonesia
dikelola yaitu dengan kekeluargaan. Jadi pembangunan koperasi merupakan
kewdijiban dari seluruh masyarakat utamanya pemerintah. Pembangunan urusan
koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukkan untuk memberdayakan
koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat urusan ini memiliki peran strategis dalam konstribusinga bagi
peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar

dalam penyerapan tenaga kerja.
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Sampai sekarang, koperasi masih terus berkembang diberbagai daerah
dan sebagian benar-benar menjadi kelembagaan ekonomi don mengubah
kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun berkembang, tapi tak sedikit

koperasi yang tidak berfungsi optimal, bahkan tidak lagi aktif.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat
pada tabel berikut.

TAHUN
URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Koperasi aktif 49,32 49,73 50,41 50,54 50,54

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Secara umum persentase koperasi aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang
dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 menunjukkan capaian yang positif. Namun
stagnan pada tahun 2019. Hal ini memerlukan perhatian agar di tahun-tahun

berikutnya perkembangannya positif.

Dan di masa mendatang indikator persentase koperasi aktif perlu diubah
menjadi indikator persentase koperasi aktif yang melaksanakan rapat anggota

tahunan menyesuaikan dengan program pemerintah pusat.

Persentase UKM Aktif

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang
besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta
memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase usaha mikro dan kecil
terhadap seluruh UKM di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun 2013
hingga 2017 tercatat sebesar 97,23%. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam
tabel di bawah ini. Perkembangan UMKM yang pesat, tergambar dari keragaman
aktivitas bisnisnya, sebagian bergerak di perdagangan, namun ada beberapa yang
masuk dalam sektor keuangan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagi
negara-negara berkembang, termasuk juga di daerah, keberadaan LKM sangat
membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak diterima oleh perbankan
karena dianggap tidak bankable. Kondisi tentu wajar melihat praktik perbankan
saat ini, tapi juga ironis sebab sebagian dari mereka yang ditolak adalah UMKM

yang berusaha bertahan hidup atau berkembang namun tidak memiliki akses
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permodalan. Peran LKM adalah membantu akses permodalan bagi pelaku
UMKM, dengan persyaratan lebih mudah dan suku bungan lebih rendah dari
perbankan pada umumnya. Menurut OJK, usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR
hanya empat yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalom bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan
pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan keempat menempatkan
dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka,

sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

URAIAN TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase UKM Non 97,9 97,7 97,2 98,9 99,8
BPR/LKM aktif
Persentase BPR/LKM aktif 45,4 61,4 64,6 66,3 66,3

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Tabel di atas terlihat bahwa UKM sektor riil berada pada persentase yang
tinggi, namun dengan adanya pandemic covid 19 diprediksi akan menekan
pertumbuhan yang positif tersebut sehingga diperlukan upaya agar penurunan
tersebut tidak terlalu tajom. Untuk perkembangan LKM/BPR sudah terlihat

perkembangan yang positif walaupun di tahun 2019 terjadi stagnasi.

Usaha Mikro Kecil Manengah merupakan penggabungan dari jenis usaha
mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dikategorikan menurut jumlah
asset dari usaha yang bersangkutan. Persentase usaha mikro dan kecil dapat
dilihat pada tabel berikut.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil sudah terbukti melalui berbagai penelitian
memberikan pengaruh besar terhadap perbaikan kesejahteraan rumah tangga
miskin. Semua kalangan sepakat, bahwa usaha mikro dan kecil merupakan
instrumen yang efektif untuk menaikkan status kesejahteraan rumah tangga

miskin karena dibanyak daerah kegiatan usaha UMKM selalu muncul dari rumah
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tangga rentan atau miskin sebagai upaya mempertahankan ekonomi rumah
tangga. Oleh sebab itu, mendorong dan megnembangkan UMKM merupakan hal
yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah jika ingin  mengentaskan
kemiskinan.

Dari sekian banyak UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagian
besar skala usahanya masih mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha yang
memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 jutq, tidak termasuk tanah atau
bangunan tempat usaha dan omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Ciri
lain yang dapat menandai usaha mikro dan kecil adalah perkembangan
usahanya relatif stagnan sebab tujuan dari bisnisnya memang bukan

dikembangkan tapi hanya bertahan hidup (subsisten).

TAHUN
URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Usaha Mikro dan 94,7 95,4 94,6 88,3 91,7
Kecil

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase usaha mikro dan kecil
terhadap total UMKM menunjukkan perkembangan yang positif hingga tahun
2018 namun negatif lagi di tahun 2019. Diperlukan upaya-upaya agar semakin

banyak lagi usaha mikro dan kecil yang naik kelas.

Tinghat Partisipasi Anghatan Kerja

Potensi sumberdaya manusia yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang,
dimana selain kuantitasnya cukup banyak, struktur kependudukannya juga
didominasi oleh penduduk usia produksi. Dominasi penduduk usia produktif
sebenarnya merupakan modal dasar pembangunan daerah, terutama untuk
mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui keterlibatan mereka dalam
kegiatan produksi barang dan jasa. Salah satu keberhasilan Korea Selatan dan
Jepang memanfaatkan bonus demografi karena sebagian besar penduduk usia
produktif berkontribusi bagi peningkatan produktivitas nasional, sehingga penting

bagi pemerintah daerah memanfaatkan dengan baik potensi tersebut, karena jika
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tidok dimanfaatkan maka berpotensi menjadi ancoman demografi di masa
depan.

Indikator untuk melihat sejouh mana keterlibatan penduduk usia produktif
terhadap kegiatan produksi barang dan jasa adalah tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK). Parameter ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia
kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK,
menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin
terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas nasional dapat didorong,
namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Sidenreng

Rappang menjadi tidak begitu berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-

2019
57,19
56,22
55,39
C
Q
4
L 53,27 53,42
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: BPS Provinsi Kabupaten Sidenreng Rappang

Secara umum tren perkembangan TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang
cenderung naik dalom lima tahun terakhir. Tercatat ada 53,27 persen penduduk
usia produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015, namun setahun
kemudian mengalami kenaikan menjadi 53,42 persen. Karena jumlah pencari
kerja mengalami kenaikan, menyebabkan TPAK menaik cukup signifikan hingga
sampai 57,19 persen, tertinggi dalaom lima tahun terakhir. Tapi memasuki tahun
2018 dan 2019, keterlibatan usia kerja dalom kegiotan produktif menurun,
mulanya jadi 56,22 persen, hingga akhirnya hanya 55,39 persen. Penurunan
tersebut disebabkan karena berkurangnya jumlah angkatan kerja di dua tahun
terakhir atau jumlah orang yang tidak masuk angkatan kerja bertambah banyak,

tahun 2018 ada 123.990 orang angkatan kerja, namun setahun kemudian tinggal
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123.718 orang. Penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja dikategorikan
menjadi tiga kelompok yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.
Keinginan penduduk usia kerja untuk mencari pekerjaan dipengaruhi oleh
banyak faktor, namun ada pola serupa di beberapa daerah di Sulawesi Selatan
dimana TPAK laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan. Hal itu pula yang
terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, bahkan ketimpangan TPAK terlihat
sangat signifikan. Kondisi sebenarnya paradoks, sebab pada bagion demografi
telah diuraikan bahwa proporsi penduduk perempuan lebih dominan daripada
laki-laki, tapi dari sisi pasar tenaga kerja, TPAK laki-laki justru jauh lebih tinggi

dari perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan
Jenis Kelamin
Tahun 2015-2019

77,39 78,10 79,99 80,78

Persen

31,24 34,31 31,91

. = . .

2015 2017 2018 2019
TPAK Laki-Laki ® TPAK Perempuan

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang
Badan Pusat Statistik mencatat tahun 2015 penduduk laki-laki usia
produktif yang memutuskan mencari pekerjaan proporsinga mencapai 77,39
persen dari total penduduk usia kerja, sementara hanya 31,24 persen penduduk
perempuan usia kerja yang mengambil keputusan tersebut. Angka tersebut
bahkan menurun di tahun 2017 menjadi 22,58 persen, sedangkan TPAK laki-laki
naik 78,10 persen. Tahun 2018, walaupun TPAK perempuan naik hingga 34,31
persen, namun setahun berikutnya menurun lagi jadi 31,91 persen. Sebaliknya
untuk penduduk laki-laki, terjadi kenaikan sebesar 79,99 persen dan 80,78 persen.
Kondisi ini termasuk ekstrim di Sulawesi Selatan, sebab di beberapa daerah
memang terjadi ketimpangan TPAK, tapi selisihnya tidak begitu tajom. Perlu

penelitian lebih jauh untuk menemukan permasalahannya, tapi analisisnya bisa
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diarahkan pada faktor budaya yang menganggap bahwa perempuan
berkeluarga seharusnya tidak lagi bekerja di luar rumah. Tugas mereka sebagai
ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan domestik (urusan rumah tangga),
sementara mencari nafkah di luar rumah merupakan tanggung jowab suami.
Pemahaman dianggap semacam “kontrak sosial”, yang mungkin tidak hanya
terjadi di Sulawesi Selatan, tapi beberapa provinsi.

Pemahaman tersebut bisa dikonfrontir dengan data jumlah penduduk usia
kerja yang tidak termasuk angkatan kerja karena mengurus rumah tangga.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 75.403 orang
penduduk perempuan usia kerja yang tidak menjadi angkatan kerja tahun 2019
dan termasuk angkatan kerjo cuma 37.033 orang, sementara bukan angkatan
kerja penduduk laki-laki hanya 21.160, lebih rendah dari angkatan kerja sebanyak
86.685 orang. Sebagian besar penduduk perempuan bukan angkatan kerja
disesbabkan karena mengurus rumah tangga, totalnya mencapai 61.952 orang,
sedangkan yang bersekolah hanya 9.844 orang. Perbandingan tersebut
menunjukkan sebagion besar penduduk usia kerja perempuan di Kabupaten

Sidenreng Rappang tidak ingin terlibat dalom kegiatan ekonomi produktif.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019
62,90
SWHOmNNquHm,\How
2 G SR BEEEEHBEESE S-S SRS RS
o sl N & S &S s ~ .~ =
ml\hmwwoggn%g@QS%fo'S%g%BB
R O ® P RS OO ECER PO RO O & A & R
IO NSNS NG D A O > @ RSP @
FEFFTLSAEFTE T LR CTEFN S P E S
& PSRRI ¥ Ol A P& K °
/\%& F & & E %y N 4
QN o

Daerah  e===Sulawesi Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Perkembangan ekonomi  menunjukkan pola berbeda dengan
perkembangan TPAK, dimana tidak selalu daerah dengan pertumbuhan ekonomi
tinggi lantas memiliki TPAK tinggi. Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk

daerah yang pertumbuhan ekonominya lambat dan TPAK rendah, paling rendah
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diantara semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, namun beberapa daerah
seperti Kota Makassar dan Kabupaten Bone, memiliki PDRB tinggi dan
pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari daerah lain juga memiliki TPAK rendah.
Kabupaten Tana Toraja menjadi daerah dengan TPAK paling tinggi sebesar 78,50
persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantaeng 71,78 persen, Kabupaten
Toraja Utara 70,51 persen, dan Kabupaten Luwu Utara 70,40 persen. Berbeda
dengan Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki proporsi penduduk
perempuan paling banyak dari laki-laki, Kabupaten Tara Toraja, Toraja Utara,
Luwu Utara justru sebaliknya, penduduk laki-laki lebih dominan. Diantara empat
daerah TPAK paling tinggi, hanya Kabupaten Bantaeng yang struktur
penduduknya mirip dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana populasi
perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Rendahnya TPAK perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang tentu tidak
begitu baik bagi perekonomian daerah, sebab mereka yang memutuskan tidak
ingin mencari pekerjaan jumlahnya sangat banyak dan merupakan usia produktif,
ditambah lagi perempuan adalah populasi terbanyak. Jika pemerintah daerah

ingin menaikkan TPAK, maka TPAK perempuan yang mestinya didorong.

Tinghat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah salah satu permasalahan makroekonomi daerah,
selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tentang pertumbuhan ekonomi,
Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pelombatan dalom lima tahun
terakhir, sementara inflasi nhampak berhasil dikendalikan. Begitupun dengan
tingkat pengangguran terbuka, selama lima tahun terakhir tingkat pengangguran
terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang tidak banyak mengalami perubahan.
Penurunan tertinggi terjadi di tahun 2017, yang awalnya 6,97 persen dengan
jumlah pengangguran mencapai 7.851 orang kemudian menjadi 3,17 persen atau
setara dengan 3.396 orang. Dua tohun kemudian, secara berturut-turut TPT
mendalami kenaikan menjadi 4,69 persen atau 5.826 orang dan 4,75 persen atau
totalnya sampai 5.875 orang.

Secara total TPT Kabupaten Sidenreng Rappang memang relatif rendah,
namun jika analisis komparasi antara TPT perempuan dan laki-laki, maka terlihat
angkatan kerja perempuan lebih banyak yang menganggur daripada laki-laki.

Tahun 2015, sebanyak 9,10 persen angkatan kerja perempuan Kabupaten
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Sidenreng Rappang yang belum mendapatkan pekerjaan, sedangkan untuk laki-
laki hanya 6,03 persen. Setahun kemudian, TPT keduanya mengalami penurunan
cukup tajom menjadi 4,30 persen dan 2,82 persen masing-masing untuk TPT
perempuan dan laki-laki, tapi terlihat TPT perempuan masih lebih tinggi. Tahun
2018 dan 2019, TPT perempuan naik 100 persen menjadi 8,18 persen dan 8,60
persen, sementara TPT laki-laki hanya meningkat ke angka 3,08 persen dan 3,11
persen.

Ketimpangan antara TPT perempuan dan laki-laki menjadi pertanyaan
karena angkatan kerja perempuan memiliki TPAK paling rendah dibandingkan
laki-laki, tapi TPT perempuan justru lebih besar dari laki-laki. Penyebabnya bisa
saja kRarena mayoritas lapangan pekerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang
lebih  membutuhkan laki-laki daripada perempuan atau secara kebetulan
kudlifikasi angkatan kerja laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan
perempuan. Bagaimana pun, dua hal hanya dugaan sementara yang
menyebabkan TPT perempuan tinggi padahal TPAK-nya rendah, sekaligus
menjadi tantangan pemerintah daerah jika ingin menurunkan TPAK Kabupaten
Sidenreng Rappang, maka intervensi perlu diarahkan pada angkatan kerja

perempuan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019

9,10
8,18 8,60
. 1
4,30
282 3,05 % 311 ®
°

2015 2017 2018 2019

Persen

TPT Laki-Laki  mmmmm TPT Perempuan ®— TPT Total

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang
Meskipun terlihat rendah sepanjang lima tahun terakhir, namun
dikomparasi dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, TPT Kabupaten Sidenreng
Rappang jauh lebih tinggi dari banyak kabupaten/kota. Dari 24 daerah di
Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada uruton ketujuh
daerah dengan TPT paling tinggi, berada dibawah Kota Makassar dengan TPT
10,39 persen, Kota Palopo 10,32 persen, Kota Parepare 6,42 persen, Kabupaten
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Barru 5,79 persen, Kabupaten Pangkep 5,41 persen, dan Kabupaten Gowa 4,87
persen. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang jauh lebih
tinggi dibandingkan beberapa daerah tetangga seperti Kabupaten Soppeng,
Wajo, dan Pinrang karena ketiga daerah ini masing-masing hanya memiliki TPT
3,53 persen, 3,30 persen, dan 3,11 persen. Tiga kabupaten dengan TPT paling
rendah adalah Kabupaten Sinjai sebesar 2,40 persen, Jeneponto 2,12 persen, dan
Kepulauan Selayar 1,17 persen.

Tren perkembangan TPT Kabupaten Sidenreng Rappang memang terlihat
rendah dari tahun ke tahun, namun dibandingkan dengan daerah lain, angka
tersebut ternyata cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak cukup
hanya menurunkan TPT per tahun, namun penting juga melakukan komparasi
dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
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Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Rasio Penduduk yang Bekerja

Setiap tahun penduduk usia produktif pencari kerja jumlahnya terus bertambah
seiring pertambahan jumlah penduduk dan arus masuk penduduk ke Kabupaten
Sidenreng Rappang. Daya tarik sebuah daerah salah satunya adalah intensitas kegiatan
ekonominya karena semakin mengdgeliat kegiatan ekonomi, maka peluang lapangan
pekerjaan terbuka lebih luas. Namun, di Kabupaten Sidenreng Rappang empat tahun
terakhir pertumbuhan ekonominya terus melambat. Meskipun begitu, yang menarik
adalah daya serap tenaga kerja ekonomi daerah cenderung bertambah.

Kemampuan sebuah perekonomian menyerap angkatan kerja yang tersedia di
pasar tenaga kerja dapat diukur dari rasio penduduk yang bekerja. Semakin tinggi

angkanya, semakin tinggi daya serap ekonomi daerah, begitupun sebaliknya atau
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semakin banyak angkatan kerja diserap menjadi pekerja. Kabupaten Sidenreng
Rappang salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki rasio penduduk bekerja
tinggi di Sulawesi Selatan dan cenderung naik dalom lima tahun terakhir. Tahun 2015,
persentase angkatan kerja yang bekerja masih 92,75 persen, namun perlahan menaik jadi
93,02 persen tahun 2016 dan 94,02 persen tahun 2017. Angka tertinggi selama periode ini
tercatat sebesar 95,30 persen yang dicapai tahun 2019, sebelumnya akhirnya sedikit
menurun ke 95,25 persen. Tidak hanya sekadar naik, kenaikan rasio penduduk bekerja
Kabupaten Sidenreng Rappang justru terjadi ketika perekonomian daerah lesu.

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sidenreng Rapang Tahun 2015-2019
95,30 95,25
94,02

92,75 93,02

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
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Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan analisis tren, angka rasio penduduk bekerja kabupaten
Sidenreng Rappang memang mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir,
tapi jika dikomparasi dengan daerah lain Sulawesi Selatan, capaian terebut masih
tergolong rendah. Kabupaten Sidenreng Rappang berada di urutan 18, hanya lebih

tinggi dibandingkan Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru,
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Kota Pare-Pare, Kota Palopo, dan Kota Makassar, sementara dibandingkan
dengan daerah tetangga seperti Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan
Kabupaten Pinrang, angka rasio penduduk bekerja Kabupaten Sidenreng
Rappang masih tertinggal. Ini menunjukkan bahwa daya serap angkatan kerja
Kabupaten Sidenreng Rappang relatif terhadap daerah lain masih rendah,
sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kapasitas daya tampung

ekonomi daerah agar bisa mengimbangi kenaikan angkatan kerja.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Bonus demografi yang saat ini mulai dialomi oleh Kabupaten Sidenreng
Rappang membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, sebab agar
penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) bisa berkontribusi terhadap
perekonomian daerah, maka mereka harus bekerja. Permasalahannya saat ini
adalah seberapa mampu perekonomian daerah untuk membuka kesempatan
kerja yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh penduduk usia kerja, di tengah
lambatnya laju pertumbuhan. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang

menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaoan dalam sebuah negara/daerah.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019
80,55 80,88 81,31
74,67
53,58
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah

Indikator rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun merupakan
ukuran untuk memonitor seberapa besar kesempatan kerja tersedia. Melihat
indikator ini, realisasi kesempatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak

begitu baik, karena selama lima tahun terakhir trennya cenderung turun.
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Perubahan cukup signifikan hanya terjadi di tahun 2016, ketika angka rasio naik
dari 74,67 persen ke 80,55 persen, namun dua tahun berturut-turut tidak banyak
perubahan berarti. Tahun 2017 dan 2018 rasio kesempatan kerja Kabupaten
Sidenreng Rappang masing-masing 80,88 persen dan 81,31 persen. Bukanya naik,
angkanya justru anjlok pada tahun 2019 hanya tersisa 53,38 persen, paling
rendah sepanjang lima tahun terakhir. Penurunan tersebut harus menjadi sinyal
bagi pemerintah daerah untuk waspada terhadap dampak negatif dari bonus
demografi jika beberapa tahun ke depan tidak mampu memperluas
kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja. Tantangan ini semakin sulit, sebab
aktivitas ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir

melambat.

Angha $engheta Pengusaha-Pekerja per Tahun

Dalom pelaksanaon hubungan industrial dimungkinkan terjadi perbedaan
persepsi dan penafsiran maupun tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban
sebagaimana yang diatur dalom perjanjian kerja/ peraturan perusahaan/
perjanjian kerja bersama/ peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh
pengusaha maupun pekerja/buruh yong dapat berujung kepada terjadinya

perselisihan hubungan industrial.

TAHUN
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Sengketa Pengusaha- (o] 0,93 0,8 (o] (o]
Pekerja per tahun

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Angka sengketa pengusaha — pekerja terjadi pada tahun 2016 dan 2017 itupun
dengan persentase yang minim dan nihil di tahun-tahun berikutya. Hal ini
menunjukkan keharmonisan hubungan pengusaha — pekerja di Kabupaten

Sidenreng Rappang.

Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Satu TAHUN
URAIAN an 2015 2016 2017 2018 2019
Besaran Kasus yang % (o) 100 100 (o] (o)
Diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama (PB)

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang
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Di Kabupaten Sidenreng Rappang minim terjadi kasus perselisihan pengusaha —
pekerja, kRasus yang terjadi pun langsung diselesaikan secara tripartit (pengusaha —
pekerja — pemerintah) Sengketa tersebut diselesaikan oleh mediator hubungan
industrial. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 Mediator Hubungan Industrial berkewajiban
memangdil para pihak yang berselisih untuk dapat didengar keterangan yang
diperlukan; mengatur dan memimpin mediasi; membantu membuat perjanjian
bersama, apabila tercapai kesepakatan; membuat anjuran secara tertulis, apabila
tidok tercapai kesepakatan penyelesaion; membuat risalah penyelesaian
perselisihan hubungan industrial; membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan

hubungan industrial.

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempathan

Pengangguran masih menjadi permasalahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Tercatat ada 4,75 persen angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tahun
2019 atau setara dengan 5.875 orang. Pemerintah daerah seharusnya bisa mengambil
peran lebih besar dengan memfasilitasi pencari kerja dengan pemberi kerja, misalnya
melalui job fair. Hal tersebut relevan dilakukan oleh pemerintah daerah sebab mereka
memiliki indormasi yang meadai terkait dengan perusahaan yang sedang membutuhkan
pekerja.

Pemerintah daerah bisa mencatat angkatan yang sedang mencari pekerjaan
dan ketika perusahaan sedang mencari pekerja, pemerintah daerah bisa

memfasilitasi angkatan kerja terdaftar tadi untuk melomar pekerjaan tersebut.

TAHUN
URAIAN 2015 2016 2017 2018 | 2019
Besaran Pencari Kerja Yang 16,4 34,8 52 46,5 | 68,5
Terdaftar Yang Ditempatkan

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Terjadi tren yang positif dari tahun ke tahun. Diharapkan tren ini tidak terlalu jauh

tertekan oleh situasi pandemi covid 19.

Keselamatan dan Perlindungan

TAHUN
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
Keselomatan dan 5,1 5,6 6 7.2 46,2
Perlindungan

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang
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Setiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing yang seharusnya menjadi
tanggung jawab perusahaanyang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalom
UU Ketenagakerjaon Pasal 35 Ayat 3 disebutkan bahwa pemberi kerja dalam
mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup
kesejahteraan, keselomatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga
kerja. Karena itu pemerintah membuat peraturan pelaksana yaitu PP No. 50
Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselomatan Dan Kesehatan
Kerja.

Kewajiban perusahaan untuk menerapakan K3 diatur dalom PP No. 50
Tahun 2012. Peraturan pemerintah tersebut menggunakan istilah Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem
manajemen perusahaan secara keseluruhan dalom rangka pengendalian risiko
yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif. Oleh karena itu, penerapan SMK3 merupakan kewajiban
perusahaan.

Keselomatan dan perlindungan tenaga kerja mengalomi tren yang
menggembirakan namun masih berada pada persentase yang kurang, hal ini
diakibatkan belum seluruh perusahaan memahami akan pentingnya keselamatan

dan kesehatan kerja.

Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program BPJ$ TK

Ketika seorang pekerja pensiun atau mengalomi PHK secara drastis
pendapatan rumah tangga akan mengalami perubahan. Jika yang pensiun
adalah ASN, mereka tak perlu kRhawatir, sebab setiap bulan negara masih
menjamin pendapatan melalui gaji pensiun, namun yang jadi persoalan jika yang
pensiun adalah pegawai swasta. Persoalan lainnya adalah ketika seorang pegawai
swasta mengalami PHK, maka mereka hanya menerima pesangon beberapa
bulan gaji dan tunjangan. Perusahaan tidak akan menanggung sama seperti
negara menanggung pekerjanya. Untuk itulah dibentuk BP)S Ketenagakerjaan
yang dulunya dikenal Jamsostek.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan jominan dan
perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai

programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan
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dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi siapaun yang
mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK),
dan Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab
atas kesejahteraan pekerjanya, harus mendaftarkan para pekerjanya sebagai
peserta BP)S Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Meskipun sudah jelas diatur dalamperturan perundang-undangan, masih

ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjonya sebagai peserta BP)S

Ketenagakerjaan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

INDIKATOR TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

Besaran Pekerja/ Buruh Yang
menjadi Peserta Program Program 67 70 72 751 75,5
BPJS TK (%)

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Pekerja/ Buruh Yang menjadi Peserta Program Jamsostek/BP)S
Ketenagakerjaan meningkat signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan
kesadaran perusahaan akan manfaat jaminan sosial tenaga kerja (JKK, JK) melalui
sosialisasi oleh BP)S Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi,

UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang.

Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah
Daerah

INDIKATOR SATUA TAHUN
N

2015 2016 2017 2018 2019

Perselisihan Buruh Dan
Pengusaha Terhadap
Kebijakan Pemerintah
Daerah

% (o) (o) (o) (o) o)

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah tidak

pernah terjadi selama kurun waktu lima tahun ini. Hal ini menunjukkan tidak
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adanya kebijakan Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang yang rentan

perselisihan pekerja — pengusaha.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

INDIKATOR SATUA TAHUN
N

2015 2016 2017 2018 2019

Besaran Pemeriksaan

% (o) (o) 36,4 27,4 18,5
Perusahaan

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Pemeriksaan Perusahaan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng
Rappang mengalami penurunan pada dua tahun terakhir hal ini terjadi karena
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Persentase tertinggi terjadi pada tahun
2017 karena sangat terbantu oleh tenaga fungsional pengawas dari Dinas Tenaga

Kerja & Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan.

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Unit pengawas ketenagakerjaan juga memiliki kewanangan untuk

memerikan semua peralatan milik perusahaan untuk memastikan tidak ada
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pengdujian peralatan
perusahaan berdasar pada UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Waijib Lapor
Ketenagakerjaan Di Perusahaan dan Perpres No. 21 Tahun 2010 Tentang

Pengawasan Ketenagakerjaan.

INDIKATOR SATUAN TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

Besaran Pengujian

_cb % 50 31,3 100 72 (o)
eralatan Perusahaan

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Pengujian Peralaton Perusahaan berfluktuatif ini disebabkan karena
pengujion peralatan di perusahaan dilaksanakan oleh petugas pengawas
ketenagakerjoan dan konsulton yang bergerak di bidang kesehatan dan
keselamatan kerja dan telah diakreditasi yang hanya dimiliki oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan.
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Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapathan Pelatihan Berbasis
Kompetensi
Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi

barang dan jasa. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan,
bergantung pada produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas maka
semakin besar besar pula output yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Pada
level daerah, produktivitas tenaga kerja menentukan nilai PDRB. Oleh karena itu,
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mensyaratkan pemerintah untuk
mendorong produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh modal manusia (Auman
capital) yang terdiri dari pengetahuan dan keahlian (skill). Seorang pekerja bisa
saja menyandang gelar pendidikan tinggi, tapi belum tentu ahli pada bidang
tertentu. Pemerintah daerah bisa memnfasilitasi pekerja untuk meningaktkan
kualitas modal manusia salah satunya dengan pelatihan berbasis kompetensi.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemampuan kerja yang
mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang

ditetapkan dan dipersyaratkan oleh tempat kerja.

INDIKATOR SATUAN TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

Besaran Tenaga Kerja
Yang Mendapatkan

Pelatihan Berbasis % 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00

Kompetensi

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
berfluktuatif disebabkan karena pelatih

an berbasis kompetensi dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja (LPK) dengan
berbagai bidang kejuruan jadi bergantung pada kerja sama pemerimntah dan
LPK.

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapathan Pelatihan Berbatis
Masyarakat

Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain

berdasrakan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, baik yang mengacu
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pada standar kompetensi maupun non standar. Tujuanya agar sekill dan
pengetahuan masyarakat bisa meningkat untuk mengelola sumber daya

daerahnya hingga menghasilkan pendapatan dan pengalaman kerja.

INDIKATOR SATUAN TAHUN

2015 2016 2017 | 2018 2019

Besaran Tenaga Kerja

Yang Mendapatkan
Pelatihan Berbasis % 62,00 70,30 71,00 | 27,80 58,60

Kompetensi

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Kabupaten Sindereng Rappang termasuk daerah yang melakukan pelatihan
berbasis masyarakat. Namun dilihat dari angka besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kinerja pemerintah daerah masih

perlu ditingkatkan.

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapathan Pelatihan Kewirausahaan

Indonesia sedang berupaya untuk masuk dalom jojaran negara-negara
perekonomian terbesar di dunia. Namun tantangan yang dihadapi adalah
kurangnya wirausaha. Kementerian Perindustriaon menyebutk bahwa Indonesia
membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong
penguatan struktur ekonomi sebab saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih
sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Untuk mencetak wirausaha baru,
peran pemerintah daerah sangat strategis.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat pelatihan
kewirausahaan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbisnis

dengan harapan mereka bisa menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain.

TAHUN
INDIKATOR SATUAN

2015 2016 2017 2018 2019

Besaran Tenaga Kerja
Yang Mendapatkan % 80 66,7 53 75 80
Pelatihan Kewirausahaan

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang
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Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan berfuluktuatif

bergantung ketersediaan dana program.

Persentase Infrastruktur Transmigrasi yang Dibangun

Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 | 2017 2018 2019
Persentase Infrastruktur
. . . % (0] (o] 5 5 1
Transmigrasi yang Dibangun

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Persentase infrastruktur transmigrasi yang dibangun hingga tahun 2019 baru

mencapai 11%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak infrastruktur yang

dibutuhkan untuk dibangun.

Persentase Transmigrasi Swaharsa

Transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah

menuju ke daerah lainnya. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki

penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya, karena di Indonesia

biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk serta perluasan

kResempatan kerja. Namun seiring waktu orientasi transmigrasi di Indonesia mengalami

pergeseran hingga saat ini transmigrasi ditekankan pada percepatan pembangunan dan

pengembangan wilayah ekonomi baru.

Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 | 2017 2018 2019
Persentase Transmigrasi
% 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54
Swakarsa

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab Sidenreng Rappang

Persentase transmigrasi swakarsa baru tidak mengalami perkembangan mengingat

program tramsmigrasi swakarsa sudah tidak dilaksanakan lagi karena bukan lagi menjadi

program yang diprioritaskan pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi R.l.
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2.3.2 Kinerja $tandar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tidak mengelola pelayanan

dasar yang indikatornya tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/$uistainable Development
Goals (TPB/SDG’s)

Dari 17 tujuan yang termaktub dalam TPB/SDG’s tujuan kedelapan yang bersesuaian
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan,Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan
yang Layak Untuk Semua”
Tabel 2.3.3. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development
Goals (TPB/SDG’s) Perangkat Daerah Tahun 2015 - 2019

Kode CAPAIAN
. TARGET/INDIKATOR SATUAN
Indikator

2015 ‘ 2016 ‘ 2017 ‘ 1018 ‘ 2019

Tujuan : Memperluas kesempatan kerja yang layak

Tujuan SDG's: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang
Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Target : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan
inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

8.2.1% Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
/Tingkat pertumbuhan PDB riil per 7,68
orang bekerja per tahun

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan
kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha
mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor %
non pertanian berdasarkan jenis 20,7
kelamin

8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal % 64,7

8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor % 367
pertanian '

Target: Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumberdaya global dalam konsumsi dan
produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-
Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negaranegara maju
sebagai pengarah

8.4.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).

Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang ifabilitas, dan upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama nilainya

8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja Rp/jam ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 17.045
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8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka
berdasarkan jenis kelamin dan % 48
kelompok umur.

8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran % 10,26

Target: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak
menempuh pendidikan atau pelatihan.ifabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya

8.6.1*

Persentase usia muda (15 - 24 tahun)
yang sedang tidak sekolah, bekerja atau % 19,91
mengikuti pelatihan (NEET)

Target: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata
berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

8.9.2*

Jumlah pekerja pada industri pariwisata %
dalamm proporsi terhadap total pekerja 176

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pe;ayanan Perengkat Daerah

Untuk pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi

selanjutnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten

Sidenreng Rappang dihadapkan pada tantangon dan peluang. Tantangan dan

peluang tersebut dirumuskan dari hasil telaahan renstra kementerian/lembaga

terkait, renstra OPD terkait di tingkat provinsi, rencana tata ruang/wilayah serta

kajian lingkungan hidup strategis.

Tantangan pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi tersebut

adalah:

1.

menjadikan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang menjadi pilihan
untuk meningkatkan efisiensi usaha dan kualitas penghidupan masyarakat;
meningkatkan kontribusi koperasi dalom perekonomian

meningkatkan posisi tawar koperasi dalam kondisi pasar yang semakin
dinamis.

Peningkatan formalisasi usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik;
Pertumbuhan penduduk yang makin menungkat mengakibatkan kebutuhan
terhadap lapangan kerja yang terus bertambah;

Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil dan
penerapan teknologi;

Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam

jaringan produksi dan pemasaran global;
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8. Menigkatkan koordinasi antar lembaga

9. Meningkatkan minat masyarakat bertransmigrasi

Sedangkan peluang yang perlu dimanfaatkan dalom pengembangan

koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi adalah:

1.

2.

Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dan terus tumbuh dan berkembang;
koperasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan masyarakat Indonesia
untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki;

Keberpihakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung
pengembangan UMKM;

Kemajuan teknologi informasi yang membuka peluang berusaha yang lebih
luas dan mudah;

Pertumbuhan penduduk yang makin meningkat menjadi potensi pasar bagi
produk koperasi & UMKM

Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang

Hubungan industrial yang cukup kondusif, tanpa gejolak ketenagakerjaan

yang berarti.



53

BAB Il
PERMASALAHAN DAN I13U-I$U STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Peranghkat
Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016,
yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun
2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas,
dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan Rancangan
Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas,
menjalian dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas dan Bidang-Bidang dalom
lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan instasi terkait, mengarahkan dan
membuat petunjuk pelaksanaan teknis di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja,
dan Transmigrasi serta Tugas lain yang diserahkan oleh Bupati, melaksanakan
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas
Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta membuat laporan secara
berkala.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diperhadapkan
kepada permasalahan yang menghambat pencapaian target indikator kinerja.
Permasalahan tersebut dibagi berdasarkan urusan yang diemban Dinas Koperasi,
UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

A. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi dan usaha
kecil menengah, adalah:
1. Rendahnya persentase koperasi aktif/melaksanakan RAT
Menurunnya animo masysrakat dalom berkoperasi

Kapasitas produksi UMKM masih terbatas

B ow N

Pemanfaatan teknologi informasi untuk media pemasaran produk UMKM

masih belum maksimal.
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. Produktivitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) UMKM masih

rendah

. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak antusias mengembangkan usaha

mereka karena merasa cukup dengan kondisi saat ini.

. Banyak UMKM yang berhenti beroperasi.

. Masih minimnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

terhadap UMKM, terutama pada aspek pemasaran, quality control, dan

aspek pengelolaan usaha lainnya.

B. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

1.

Meningkatnya Angka Pengangguran

TPT Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum pandemi sudah mengalami
kenaikan yang membuat posisinya berada di urutan tujuh sebagai daerah
dengan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan. Tahun 2018 dan 2019, TPT
Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 4,69 persen (5.826 orang) dan
4,75 persen (5.875 orang). Akibat pandemi yang berlagsung sepanjang
tahun 2020, dipastikan membuat jumlah orang menganggur bertambah.
BPS Sulsel melaporkan, dari 6,74 juta penduduk usia kerja, sebanyak 801
ribu lebih atau 11,88 persen di antaranya terdampak Covid-19. Data itu
dirangkum pada periode Februari-Agustus 2020. Pandemi membuat
aktivitas berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan (sisi permintaan
dan penawaran). Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan
sosial dan ekonomi masyarakat, belum berkembangnya usaha yang
mendukung kebutuhan masyarakat di masa Pandemi (bahkan beberapa
unit usaha terpaksa tutup sementara), dan belum sesuainya antara
kudlifirasi tenaga kerjo dengon kebutuhan pasar kerjo. sedangkan
berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi kreatif permasalahan
yang dihadapi diantaranya Belum memadainya ketersedian insfrastuktur
Pariwisata untuk menunjang ekonomi kreatif, Minimnya jumlah tenaga
kerja terdidik dan terampil untuk mendukung pengembangan ekonomi
kreatif.Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Adanya ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja Kabupaten

Sidenreng Rappang.
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Rendahnya besaran pencari kerja yang ditempatkan

4. Lowongan kerja yang tersedia jauh lebih rendah dibandingkan jumlah
pencari Rerja yang setiap tahun bertambah banyak.

5. Ketidaksesuaian kebutuhan antara pemberi kerja dan pecari kerja, baik
dari sisi skill/keahlian maupun tingkat pendidikan.

6. Perlindungan pekerja melalui asuransi ketenagakerjaan yang belum

optimal.

C. Urusan Transmigrasi
Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan transmigrasi, adalah:
1. Masih adanya infrastruktur yang belum dibangun dilokasi
2. Pemberian sertifikat tanah dan HPL bagi transmigran belum terpenuhi
3. Perlunya pengembangan usaha bagi warga transmigrasi untuk
meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi.

4. Pembangunan satuan pemukiman baru yang kurang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah Terpilih

Mengacu kepada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025,
maka dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 telah
dirumuskan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH

AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL,
DAN SEJAHTERA’

Visi tersebut di atas mengandung pengertion bahwa Kabupaten Sidenreng
Rappang dalaom periode pembangunan 5 ( Lima ) tahun ke depan akan menjadikan
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah yang maju dengan agribisnis sebagai
penopang utama perekonomian sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera dan

berkeadilan serta religius dalam situasi yang aman dan tenteram.

> Maju mengandung makna adanya perkembangan yang lebih baik dalam berbagai

aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Momentum

pertumbuhan ekonomi yang tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
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provinsi dan nasional akan menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat
didukung oleh peningkatan kudlitas infra struktur yang menciptakan kelancaran
aksebilitas antar wilayah, disertai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik
pula secama simultan menciptakan kemajuan dalaom berbagai aspek kehidupan

masyarakat.

> Religius mengandung makna kondisi masyarakat yang kuat dan teguh memegang

nilai-nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonijol

dibanding dengan daerah lain.

> Aman mengandung makna bahwa situasi sosial, politik, dan ketertiban masyarakat

dalom keadaan terkendali tanpa ada gejolak yang berarti sehingga tercipta kondisi

investasi yang menarik

> Adil mengandung makna bahwa masyarakat merasakan perlakuan,, kesempatan,

dan pelayanan yang sama tanpa melihat latar belakang sosial budaya sesuai

peraturan perundangan yang berlaku

> $ejahtera mengandung makna baohwa kebutuhan minimal masyarakat dapat

terpenuhi dan terlayani dengan baik dan kontinyu

Misi membangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 -2023 yang

diemban untuk mensejahterakan masyarakat sebagai berikut :

1. Memajuhan dan meningkathan kinerja pelayanan hkesechatan dan
pendidikan dalam rangha peninghatan hualitas hidup masyarahat;

Sektor pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting dalom
pembangunan manusia. Pelayanan pendidikan dan kesehatan harus senantiasa
ditingkatkan baik dengan regulasi yang mudah hingga layanan gratis ditunjang
dengan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik pula secama

simultan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
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Memajukan usaha agribisnis, UMKM, dan industri pengolahan berbasis
petik, olah, kemas, dan jual.

Kegiatan usaha tani yang memproduksi bahan mentah biasanya mempunyai resiko
dan biaya yang cukup tinggi sehingga nilai tambahnya masuh relatif rendah. Oleh
karena itu perlu didorong agar petani dan masyarakat melakukan kegiatan “petik,
olah, kemas dan jual”. Oleh karena itu dengan mendorong tumbuhnya UMKM, disertai
pelatihan dan dukungan fasilitas, dapat menciptakan lapangan kerja baru di bidang
industri pengolahan, meningkatkan pendapatan dan percepatan gerak roda
perekonomian masyarakat. Disamping itu Roperasi sebagai bentuk badan usaha yang
paling sesuai dengan karakteristik bangsa perlu digairahkan kembali agar dapat

mengambil peran yang lebih besar dalam pengembangan agribisnis.

Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan
kerja baru.

Potensi alom Kabupaten Sidenreng Rappang yang melimpah membutuhkan sentuhan
investasi sehingga potensi alam tersebut menghasilkan nilai tambah yang berlipat
sekaligus membuka lapangan kerja baru dan menggairahkan potensi ekonomi lain di
sekitarnya. Masalah pengangguran semakin terasa di masa pandemi ini menuntut
kerja keras untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten agar investasi yang

masuk dapat sebesar-besarnya menyerap pencari kerja lokal.

Mengembanghan dan meninghathkan pembangunan infrastruktur wilayah
dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa

Searah dengan rencana visi jangka panjang, untuk menciptakan wilayah yang maijui,
diperlukan tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, dan telekomunikasi yang
memadai sehingga memudahkan arus pergerakan orang, barang, jasa, dan informasi
ke semua wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Infrastruktur yang cukup baik
kualitas maupun kuantitasnya akan melahirkan efisiensi. Efesiensi menciptakan daya

saing, dan daya saing menciptakan kualitas.

Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi
pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good

governance dan electronic governance,
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Birokrasi pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik.

Hal tersebut harus didukung oleh profesionalitas yang tinggi dan dengan penerapan

sistem pemerintahan yang baik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang

transparan dan akuntabel.

6. Mengembanghkan dan memajukan hawasan pedesaan melalui konsep desa

cerdas (smart village), sehat dan mandiri.

Pembangunan kawasan pedesaan memegang peranan penting dalam pembangunan

daerah. Pemerataan pembangunan harus diciptakan dengan menjadikan kawasan

pedesaan sebagai kawasan yang maju melalui konsep desa cerdas, sehat, dan mandiri.

Kawasan transmigrasi

sebagai bagian dari

wilayah pedesaan perlu turut

dikembangkan dan disejajarkan dengan wilayah lainnya.

7. Memajukan dan menciptakan hkondisi

meninghathan hualitas

kehidupan beragama serta

sebagai basis nilai dalam

menciptakan kehidupan sosial hkemasyarahatan yang hondusif

Masyarakat dengan segala dinamikanya memiliki berbagai macam potensi

konflik dan pertemtangan kepentingan. Oleh karena itu diperlukan kehadiran

pemerintah yang mampu melayani, memfasilitasi, dan melindungi kepentingan

masyarakat. Aktifitas ekonomi akan terganggu jika keamanan dan ketertiban juga

terganggu. Keresahan akan muncul dimana — mana jika terjadi konflik. Oleh karena

itu menjadi penting untuk menciptakan dan menjaga kondisi kehidupan sosial yang

kondusif. Kondisi tersebut ditopang oleh kondisi kehidupan beragama yang taat serta

kualitas budaya lokal yang berkualitas

Dalaom pelaksanaan misi melalui program untuk mencapai visi yang telah

ditetapkan kRhususnya pada urusan koperasi dan UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi

ditemukan permasalahan serta faktor pendorong dan penghambat.

Tabel 3. Faktor-faktor Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil

Bupati Terpilih

No

Misi dan Program KDH

Permasalahan
Pelayanan SKPD

Faktor

Pendorong

Penghambat

Misi 2 : Memajukan usaha
agribisnis, UMKM dan
industri pengolahan
berbasis petik, olah, kemas
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dan jual.
Program:

1. Program Pengawasan
dan pemeriksaan
koperasi

2. Program Pendidikan
dan latihan
perkoperasian

3. Program
Pemberdayaan Usaha
menengah, usaha
kecil, dan usaha mikro

4. Program
Pengembangan Usaha
Mikro Kecil Menengah

Rendahnya
persentase
koperasi aktif/
melaksanakan
RAT

Menurunnya
animo
masyarakat
untuk berkoperasi

Kapasitas produksi

UMKM masih
terbatas
Masih  tingginya
persentase UMK

terhadap seluruh
UMKM

Adanya
keberpihakan
pemerintah
untuk
pengembangan
koperasi

Koperasi
memiliki
karakteristik
yang sama
dengan budaya
Indonesia
Pertumbuhan
penduduk
yang
meningkat
menjadi pasar
bagi  produk
UMKM
Jumloh UMKM
yang cukup
besar

Keperpihakan
pemerintah
pusat dan
daerah  dalom
mengembangka
n UMKM

Kurangnya
kepedulian
pengurus
untuk
melaksanakan RAT

koperasi

Pemahaman
masyarakat  yang
masih kurang

tentang koperasi

Daya saing UMKM
yang masih
rendah

Antusiasme UMKM
dalom
mengembangkan
usaha kurang

Misi 3. Mengembangkan
kRerjasama investasi
daerah dan penyediaan
lapangan kerja baru

1. Program Pelatihan
Kerja dan
Produktivitas Tenaga

Meningkatnnya
pengangguran

Tingginya animo
mengikuti
pelatihan

Ketidaksesuaian
kebutuhan pasar
kerja dengan jenis
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2. Program
Pengembangan
kawasan transmigrasi

masih kurang

Infrastruktur di
kawasan
transmigrasi masih
kurang

Perhatian
pemerintah yang
tinggi dalom
mengembangka
n kawasan
terpencil

Kerja terbuka keterampilan keterampilan
pencari kerja
2. Program Penempatan
tenaga kerja
Rendahnya Kebijakan Kurangnya beri
Pencari kerja yang | Pemerintah |°'W°"g.°'" eria
ditempatkan pusat dan | dibanding pencari
daerah  dalam | kerja
pengembangan
SDM
Adanya
3. Program Hubungan kewajiban
industrial erusahaan
Belum optimalnya zalam Kesadaran
perlindungan mengasuransika perusahaan dalom
asuron.15| bagi n pekerjanya melindungi
pekerja pekerjonya masih
kurang
Misi 6. Mengembangkan
dan memajukan kawasan
pedesaan melalui konsep
desa cerdas (smart village),
sehat dan mandiri
1. Program Pembangunan Lahan yang | Pembangunan
pembangunan pemukiman masih tersedia pemukiman yang
kawasan transmigrasi transmigrasi yang masih bergantung

pada pemerintah
pusat

Kemampuan
pemerintah
daerah
terbatas

yang

Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra PD Provinsi

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan sasaran renstra sebagai

berikut:

e Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

e  MeningkatnyakontribusiUMKM dankoperasidalamperekonomian

¢  Meningkatnyausaha baruyangberpotensitumbuh daninovatif
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¢  Meningkatnyakinerjakelembagaandan usahakoperasi

Dari pernyataan dia atas faktor pendorong dan penghambatyang pada bidang

koperasi dan UMKM yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:

e Jumlah koperasi dan UMKM vyang besar yamg dapat berpotensi
meningkatnya konstribusi koperasi & UMKM dalam perekonomian

e Jumlah koperasi dan UMKM yang besar belum diimbangi dengan daya saing

yang kuat

Renstra Kementerion Tenaga Kerja telah menetapkan sasaran renstra
sebagai berikut:
v" Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama
Menurunnya perselisihan hubungan industrial
Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
Meningkatnya lembaga kerjasama bipartit berfungsi
Menurunnya jumlah pekerja anak nasional

Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan

AN N NN Y N N N

Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

Dari pernyataan dia atas faktor pendorong dan penghambat yang pada
bidang tenaga kerja yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:
v" Peningkatan produktivitas tenaga kerja mendorong peningkatan
penempatan tenaga kerja

v" Minimnya jumlah perselihian industrial

<

Kurangnya lembaga pelatihan yang kompeten dan lengkap

v" Pembinaan hubungan industrial masih bergantung pada OPD provinsi

Renstra Kementerion Desa PDT dan Transmigrasi telah menetapkan
kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi sebagai berikut:
> Penyiapan Kawasan Transmigrasi
> Pembangunan Permukiman Transmigrasi

» Pengembangan Kawasan Transmigrasi
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Dari pernyataan di atas faktor pendorong dan penghambat yang pada
bidang transmigrasi kerja yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah:
» Lahan yang masih tersedia
» Kemampuan daerah untuk membangun pemukiman transmigrasi sangat

terbatas

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup $trategis
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang telah
ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012, dari telaahan
rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
diombil kesimpulan tentang hal-hal yang menjadi pendorong dan
penghambat pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Keja, don

Transmigrosi.

Tantangan pengembangan koperasi, UKM, tenaga kerja, dan

transmigrasi tersebut adalah

1. Jumlah penduduk yang terus bertambah membuat pemerintah daerah
harus menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warganya;

2. Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) yang
masih rendah mengharuskan upaya pelayanan lebih ditingkatkan.

Sedangkan peluang yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan

koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi adalah

1. Kondisi daerah yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi;

2. RTRW yang telah menjadi produk hukum membuat jominan bagi investasi
baru yang berdampak pada perluasan lapangan kerja serta

pengembangan usaha kecil dan koperasi

3.5 Penentuan lIsu-isu $trategis

Koperasi, UMKM, Tenaga Keja, dan Transmigrasi merupakan uruson berbeda

namun yang saling mengkait satu sama lain. Isu-isu  tentang perluasan
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kesempatan berusaha, lapangan pekerjaan, pembangunan pusat-pusat ekonomi

menjadi isu sentral. Isu strategis dalam

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat

komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Koperasi, UMKM, Tenaga Keja, dan

Transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1.

2.

Peningkatan peran koperasi dalam perekonomian daerah.

Peningkatan sumberdaya manusia koperasi & UMKM

Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM di tengah sengitnya persaingan
dalam dunia usaha

Peningkatan kudlitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan,
standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas

Peningkatan penciptaon kesempatan kerja, kudlitas penempatan dan
pemberdayaan tenaga kerja

Peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan $asaran Jangha Menengah Peranghat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalom menyusun strategi dan arah
kebijakan pembangunan daerah. Kriteria rumusan tujuan pembangunan, antara lain: (1)
diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui
beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis
pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun
dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaiaon owtcome program
Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan
untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui
beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalohan dan isu-isu strategis
pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic,
and time bound). Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sidenreng Rappang Tahun 2018-
2023, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng
Rappang telah menetapkan tujuan jangka menengah yang dapat diuraikan sebagai
berikut :

a. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
b. Memperluas kesempatan kerja

c. Mengembangkan dan memajukan kawasan transmigrasi

Adapun Sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :
a. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM
b. Meningkatnya kudalitas tenaga kerja untuk mendukung investasi daerah

c. Meningkatnya Pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator

kinerjanya disajikan dalaom Tabel 4 berikut ini.


file:///E:/2018/rpjmd1823/renstra/dokumen%20renstra.docx%23page202

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

65

Indikator Tujuan/

Target Kinerja Tahun

No. Tujuan Sasaran
Sasaran 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. | Meningkatkan Pertumbuhan rata- 5 1 15 1,6 17
daya saing rata Produksi
Koperasi  dan koperasi dan UMKM
UMKM (%)
Meninghqtnya Rata-rata 2951 3000 3.100 3150 3.200
daya sqing prOduhtiUitGS
koperasi dan Koperasi dan UMKM
UMKM ( Rp Juta per tahun )
2. | Memperluas Tingkat  partisipasi | 55,39 | 56,92 57,2% | 57,7% | 58%
kesempatan angkatan kerja (%)
kerja
Meningkatnya Tingkat penyerapan 32 3| 322% | 3,23% | 3,24%
kualitas  tenaga | tenaga kerja (%)
kerja
3. | Mengembang- persentase 3% 1% 1% 1,2% 1,3%
kan dan peningkatan
memajukan pendapatan
kawasan transmigran (%)
transmigrasi
Meningkatnya Persentase kawasan | 0% 30% 50% 70% 100 %
pengembangan transmigrasi  yang

wilayah pedesaan
melalui
transmigrasi

lepas binaan
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BAB VY
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa
strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan
pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksonaon gagasan,
perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalom kurun waktu tertentu. Perumusan
strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan
untuk menetapkan tujuan strategis dan keuangan organisasi, serta merancang strategi
untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh
pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi
setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah
Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan
kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar,
rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen
penting dalom memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi

kedalam kebijaksanaan yang cocok.

Tabel 5. Rumusan Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis SKPD

Visi
“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH
AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL
DAN SEJAHTERA”



https://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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Misi 2

olah, kemas, dan jual

Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik,

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan
daya saing
Koperasi dan
UMKM

Meningkatnya
saing  koperasi
UMKM

dan

daya 1.

Meningkatkan kualitas
kelembagaan dan
usaha koperasi

2. Memberdayakan dan
mengembangkan Usaha

Mikro Kecil Menengah

=y

Pembinaan
kelembagaan dan
usaha koperasi
Penambahan wawasan
perkoperasian melalui
pelatihan bagi
pengurus/anggota
kRoperasi dan sosialisasi
kRepada masyarakat
luas

Pengawasan dan
advokasi bagi koperasi
Fasilitasi permodalan
dan sarana produksi bagi
pelaku UMK

Penciptaan wirausaha
baru yang berkualitas
Fasilitasi
pengembangan produk
UMKM melalui
peningkatan kualitas
dan promosi

Pendataan UMKM yang
akurat

Misi 3 : baru

Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Memperluas
kesempatan kerja

Meningkatnya
tenaga kerja

kualitas |1,

Meningkatkan kualitas
angkatan kerja dan
kesempatan kerja

2. Meningkatkan

perlindungan
ketenagakerjaan

1

-—

. Penyebarluasan

. Peningkatan

Penyelenggaraan diklat
keterampilan bagi
pencari kerja dan
Pembangunan Balai
Latihan Kerja

informasi pasar kerja

perlindungan, dan
penegakan hukum
terhadap keselamatan
dan kesehatan tenaga
kerja

Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa

Misi 6 : . ..
cerdas (smart village), sehat dan mandiri
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mengembangkan Meningkatnya Menciptakan wilayah Peningkatan
dan memajukan | pengembangan  wilayah transmigrasi sebagai desa infrastruktur wilayah
kawasan pedesaan melalui yang maju dengan sarana transmigrasi

transmigrasi

transmigrasi

dan prasarana yang
memadai

Penyediaan dan Sarana
dan Prasarana Sosial
dan Ekonomi di Kawasan
Transmigrasi
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

[

Program Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Lima Tahun ke
Depan Untuk melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang
memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, Dinas
Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi menetapkan program lima tahun ke

depan.

Program prioritas dapat ditinjau dari aspek strategis maupun operasional
menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
Sedangkan dari nilai strategiknya pada tingkat kebijakan menjadi tanggung jawab
bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Bupati.
Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awall
evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis. Program prioritas pada Dinas
Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi lima tahun ke depan dalam
melaksanakan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tetap

memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi.

Program/kegiatan serta pendanaannya kami sajikan dalam dua bagian.
Bagian pertama menyajikan program/kegiatan tahun 2019 dan 200, sedangkan pada
bagian kedua disajikan program/kegiatan/sub kegiatan tohun 2021 - 2023 yang

diusesuaikan dengan Permendagri No 90 Tahun 2019.
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Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2020

Dat_a Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Capaian
Indikator Kinerja pada 2019 2020 Unit Kerja
Tujuan Sasaran Kod Progra}m dan Program tahun PD Lokasi
e Kegiatan (outcome) dan Awal Penanggung
Kegiatan (output) | Perencan Target Pagu Target Pagu jawab
aan
(2018)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatn
ya koperasi Program
Meningkatka | yang sehat peningkatan Persentase
n daya saing | demi kualitas koperasi  yang o 0 0 . Kab
Koperasi meningkatk kelembagaan melaksanakan 8,15% 9% 79.977.200 8% 70.035.000 grl]sskopnakertr Sidrap
dan UMKM an dan usaha | RAT (%)
kesejahtera koperasi
an anggota
Jumlah koperasi
Pembinaan yang
kelembagaan dibina/diawasi . . . Kab
dan usaha dalam hal tertib 38unit | 37 unit 79.977.200 35,00 64.310.000 grllsskopnakertr Sidrap
koperasi organisasi dan
usaha (unit)
Pembinaan/bimbi
ngan teknis | Jumlah kop vyg
laporan keuang- | dilatih membuat . . Kab
an kope-rasi dan | laporan Ounit | _ - grl]sskopnakertr Sidrap
pelaksanaan keuangan (unit)
RAT
Jumlah orang
Sosialisasi yang
finsin- mendapatkan Kab
prinsip . pemahaman 0 orang 5.725.000 | Diskopnakertr .
prinsipkoperasia . - - - Sidrap
tentang  prinsip ans

n

perkoperasian
(orang)
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Meningkatn Program
ya jumlah Pen%embangan Persentase UMK Kab
0, 0 0 i
UMKM Usaha Mikro terhadap total 97,20% 93% 2.310.864.040 94% 2.655.061.000 | Diskopnakertr Sidrap
unggul dan Kecil Menenaah UMKM (%) ans
kompetitif 9
Workshop Jumlah  UMKM
pengembangan | dilatih
usaha mikro dan | Y2"9 . Kab
. . | meningkatkan 0 0 Diskopnakertr .
kecil melalui desai Sidrap
inovasi  desain esgurll . ans
dan kemasan produknya (unit)
Jumlah  Rumah
kemasan dan
Pembangunan perleng- 0 Diskopnakertr _Kab
rumah kemasan K - Sidrap
apannya yang ans
terwujud (unit)
Penciptaan
usaha baru dan | WUP yg tercipta : Kab
penghar-gaan (orang) 250 orang | 50 org 412.367.500 300 org 115.000.000 Zl]sékopnakertr Sidrap
wira-usaha
Peningkatan Jumlah  sarana 114 Kab
Sarana produksi | yang diserahkan 0 553 ] 2.480.122.000,0 | Diskopnakertr .
UMKM (unit) 1.898.496.540 unit ans Sidrap
Penyelenggaraa | Banyaknya K
; . . ab
n promosi produk | promosi yang 2 ) Diskopnakertr Sidra
UMKM diikuti (kali) ans P
Reinventarisasi | 2218 M 0 50.939.000 | Diskopnakertr | <2P
data UMKM yang - 1,00 299 P Sidrap
(buku) ans
Meningkatn
ya tenaga
Memperluas keEa_ S'aﬁ Program B .
kesempatan pakai untu Peningkatan esaran pencar . Kab
. mendu- kerja yang 46,57% 68,5% 2.007.049.100 | Diskopnakertr X
kerja  yang kesempatan . 1.783.769.250 Sidrap
kung . ditempatkan (%) ans
layak kerja
pengem-
bangan

inves-tasi
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daerah

Jumlah Pencari

kerja yang
Penyebarluasan
. . mendapatkan . Kab
informasi  bursa | . f . 404 orang Diskopnakertr id
tenaga kerja informasi . ) ) i ans Sidrap
lowongan kerja
(org)
Jumlah
Pembangunan perencanaan Kab
Balai Latihan | (buku) dan 0 75.128.500 | Diskopnakertr X
5 - - 1,00 Sidrap
Kerja bangunan BLK ans
yang berdiri (unit)
Pendidikan dan
pelatihan Jumlah pencari Kab
keterampilan kerja yang dilatih | 625 orang 2.160 1.931.920.600 | Diskopnakertr .
bagi pencari | (org) 850,00 1.783.769.250 ans Sidrap
kerja
Program Besaran
perlindungan dan pgﬁe”a/blﬂ;i?].adi Kab
pengembangan yang I 83% 75,5% 15,5 629.941.500 | Diskopnakertr .
peserta program 819.528.000 Sidrap
Lembaga jaminan kete- ans
ketenagakerjaan nagakerjaan(%)
Peningkatan
pengawasan,
perlindungan,
dan penegakan E:rsrgggsaaan 27,40% 4% 20,5 38.302.500 | Diskopnakertr | <3P
hukum terhadap h o ' 819.528.000 ’ R Sidrap
keselamatan dan | P€rUsanaan (%) ans
kesehatan
tenaga kerja
. Jumlah  tenaga
Eairgggungankerja honorer Pemda
. yang dijamin . Kab
r}?elalw BPJS asuransi 4.900 ) 4.833 591.639.000 Diskopnakertr Sidrap
etenaga . ans
kerjaan ketenagakerjaan

(orang)
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Meningkatn
ya
Mengemban Pengemban
gan wilayah Program
gkan dan pedesaan Pengembangan Persentase Kab
. : . 0 0 0 .
memajukan cerdas, Wilayah transmigrasi 1,50% 1,50% 3.465.098.116 1,50% 211.053.800 | Diskopnakertr Sidrap
kawasan - . swakarsa (%) ans
transmiarasi sehat, dan Transmigrasi
9 mandiri
melalui
transmigrasi
Peningkatan
kerjasama antar | Jumlah
wilayah, antar | transmigran  yg
pelaku, dan antar | terdampak Kab
sektor dalam | pengembangan AT5KK | 175KK | 500 527 996 100,0 23.282.000,0 | Diskopnakertr Sidrap
rangka melalui ans
pengembangan peningkatan
kawasan kerjasama (KK)
transmigrasi
Penyediaan dan
pengelolaan
Sarana dan :[]rl;rr?:?nhigran yang Kab
Prasarana SQSIa! mendapat 475 KK | 150 KK 3.177.860.120 0,0 658.000,0 | Diskopnakertr Sidrap
dan Ekonomi di ans
K bantuan (KK)
awasan
Transmigrasi
Pelatihan Jumlah  Warga Kab
Transmigrasi Transmigrasi 475KK | - ) Diskopnakertr Sidra
Lokal Yang dilatih (KK) ans P
Perencanaan
gsr:nbangunan Jumlah dokumen Kab
perencanaan yg 0 7,0 153.963.800,0 | Diskopnakertr .
Pengembangan . - - Sidrap
K terwujud (buah) ans
awasan
Transmigrasi
Jumlah
Pembangunan transmigran baru Kab
Permukiman g 25 KK 25,0 33.150.000,0 | Diskopnakertr X
yang tertampung - - Sidrap

Transmigrasi

(KK)

ans
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Meningkatka

- Program
n kualitas - Cakupan layanan
Meningkatn
tatakelola ening ig'ayqna” . administrasi 100% | 100% | ¢ 053 4vg 100% 486.541.557 | Diskopnakertr .'éab
penyelengga y i ministrasi perkantoran (%) 523.983. ans Sidrap
“raan akuntabilita Perkantoran
. S kinerja
pemerin- emerintah
tahan  dan Saerah Penyediaan Jasa Jumlahbg:)nl?gtn;?; 380 | 190 Diskopnakertr Kab
pelayanan Surat Menyurat yg lembar | lembar 900.000 - P Sidrap
publik (Ibr) ans
Penyediaan Jasa Wakiu Penyedia-
: . an Jasa komuni-
komuni-kasi, . kasi Sumber 24 bulan | 12 bulan 26.457.937,0 | Diskopnakertr ](ab
Sumber dayaair, d ' . d 32.466.313 12,00 i Sidrap
dan Listrik aya  ar, an ans
Listrik (bulan)
Penyediaan Jasa Wakiu Penyedia-
) an Jasa Jaminan . Kab
Ja}mlnan Barang Barang Milik 12 bulan | 12 bulan 4.888.850 12,00 4.218.775,0 | Diskopnakertr Sidrap
Milik Daerah ans
Daerah (bulan)
Penyediaan Jasa | Jumlah & jenis
Pemeliharaan Kendaraan
dan Perizinan | Dinas/Operasion . Kab
Kendaraan al yg disediakan 22 11 4.996.760 7,00 4.236.455,0 grl]sskopnakertr Sidrap
Dinas/Operasion | jasa  perizinan-
al nya (unit jenis)
Waktu
Penyediaan Jasa | Penyediaan Jasa Kab
Adimistrasi Adimistrasi 24 bulan | 12 bulan 106.775.000 12.00 7.572.000,0 | Diskopnakertr Sidrap
Keuangan Keuangan ans
(bulan)
. Waktu
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kab
Kebersihan Keber-sihan 24 bulan | 12 bulan 21.127.000 12.00 25.068.000,0 | Diskopnakertr Sidrap
Kantor ans
Kantor (bulan)
Penyediaan Jumlah
Komponen penyediaanKomp Kab
Instalasi onen Instalasi 20 unit | 40 unit 1.313.000 12,00 760.000,0 | Diskopnakertr Sidrap
Listrik/Penerang Listrik/Peneranga ans

an Bangunan

n yg disediakan
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Kantor

(unit)

Rapat-Rapat

Jumlah  Rapat-
Rapat Koordina-

Koordinasi dan | _. . . . . Kab
Konsultasi Ke | Si dan Konsultasi 50 kali | 32 kali 129 609.000 50,00 153.853.290,0 | Diskopnakertr Sidrap
Luar Daerah Ke Luar Daerah ans

(kali)

Jumlah  Rapat-
Konsultasi Ke sKledan Kon;t;lllt:;l 200 Kali | 66 kali 3.084.000 135,00 18.517.100,0 grllikopnakertr Sidrap
Dalam Daerah :

Daerah (kali)
Pelavanan Waktu Pelayan-
Adm?lnistrasi an ~Administrasi 24 bulan | 12 bulan 245.858.000,0 | Diskopnakertr _Kab
Perkantoran Perkantoran 218.823.500 12,00 T ans Sidrap

(bulan)
Program Cakupan
Peningkatan ketersediaan Kab
Sarana dan | sarana dan 100% 100% 181.823.900 | Diskopnakertr .
Prasarana prasarana 92.983.500 100,00 ans Sidrap
Aparatur aparatur (%)
Pengadaan Jumiah

Kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasion 0 Diskopnakertr Kab
Dinas/Operasion pe - 1,00 32.224.500 P Sidrap
al al yang diadakan ans

(unit)
Pengadaan Jumlah perlatan
Perzglatan gedung . kantor 0 Diskopnakertr _Kab
Gedung Kantor yang diadakan 3,00 27.777.500 5,00 45.800.000 ans Sidrap

(unit)

Jumlah
Pengadaan perlengkapan Kab
Perlengkapan gedung _ kantor 0 ) 1,00 10.000.000 Diskopnakertr Sidrap
Gedung Kantor yang diadakan ans

(unit)

Jumlah mebileur
Pengadaan . . Kab
Mebileur {jr:?) diadakan 0 - 1,00 6.051.000 Er'lzkc’p”akem Sidrap
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Pemeliharaan

Jumlah Gedung

. . . Kab
Rutin/Berkala Kantor yg 2 unit ) Diskopnakertr .
Gedung Kantor dipelihara (unit) 1,00 14.515.000 ans Sidrap
Pemeliharaan Jumlah
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kab
Kendaraan L 12 unit 72.988.400,0 | Diskopnakertr X
Dinas/Operasion yang dipelihara 9,00 36.665.000 4,00 ans Sidrap
al (unit)

Pemeliharaan Jumlah
Rutin/Berkala perlengkapan . . Kab
Perlengkapan ged kantor yang 14 unit 15,00 5.816.000 6,00 8.480.000,0 grl]sskopnakertr Sidrap
Gedung Kantor dipelihara (unit)
Pemeliharaan Jumlah peralatan
Rutin/Berkala . . Kab
Peralatan ged kantor yang Sunit! 1500 | 8.210.000 14,00 6.280.000,0 | Diskopnakertr | g0,
dipelihara (unit) ans
Gedung Kantor
Program -Cakupan Kab
peningkatan capaian disiplin 95% | Diskopnakertr Sidra
disiplin aparatur aparatur (%) ans P
-Persentase ASN B ) Kab
dengan nilai SKP 100% | Diskopnakertr Sidra
ketegori baik ans P
Pengadaan Jumlah pakalan
. seragam  dinas
pakaian seragam dan perleng- Kab
dinas beserta 0 Diskopnakertr .
kapannya yang - - - Sidrap
perleng- diadak ans
kapannya ladakan
(pasang)
Jumlah pakaian
Pengadaan khusus hari-hari Kab
pakaian khusus | tertentu yang 0| ) ) Diskopnakertr Sidra
hari-hari tertentu | diadakan ans P
(pasang)
Program -Persentase Kab
Peningkatan capaian  kinerja 90% 98% 98% Diskopnakertr Sidra
Pengembangan keuangan (%) ans P
Sistem 6.283.000
Pelaporan -Nilai SAKIP 13.761.000 Kab
Capaian Kinerja | rata-rata capaian C C CcC Diskopnakertr Sidrap
dan Keuangan kinerja PD ans
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Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja

Jumlah |
capaian
dan
realisasi
OPD
dihasilkan
(dokumen)

aporan
kinerja
ikhtisar
kinerja

yang

6 buah

3,00

13.761.000

3,00

6.283.000

Diskopnakertr
ans

Kab
Sidrap
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Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2023

Data P
Indikator Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja pada 2021 2022 2023 Unit Kerja
Tujuan Sasaran Ko Program dan Program tahun PD Lokasi
de Kegiatan (outcome) dan Awal Penanggu
Kegiatan Perencan | Targe Targe ng jawab
(output) aan t Pagu t Pagu Target Pagu
(2019)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15
. Meningkatn PROGRAM
koperasi dan | 2219 DAN mematuhi prinsip 50 57| 50.001.000 1| 24.500.000 52 | o4 745000 | Diskopnakertr | i
UMKM operasi PEMERIKSAAN perkoperasian ans
dan UMKM KOPERASI
Kegiatan
:Pemeriksaan dan
Pengawasan
Koperasi, Koperasi
Simpan Pinjam/Unit | Persentase
Simpan Pinjam koperasi yang 40 Diskopnakertr K ab
Ko . di . 42,00 50.001.000 21,00 24.500.000 21,00 24.745.000 Sidrap
perasi yang iawasi ans
Wilayah
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
SUB KEGIATAN
Pemeriksaan
Kepatuhan
Koperasi terhadap Jumlah Koperasi 39 Diskopnakerr Kab
Peraturan yang diawasi 41,00 50.001.000 20,00 24.500.000 20,00 24.745.000 ans Sidrap
PerundangUndanga

n Kewenangan
Kabupaten/Kota
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PROGRAM

Persentase
PENDIDIKAN DAN ; . Kab
LATIHAN Eg‘r’f&:ﬁ;as 7.8 0 0 811 12480000 821 12605.000 gr'fsk"p”akem Sidrap
PERKOPERASIAN
Kegiatan :
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian Bagi | Persentase
Koperasi yang koperasi yang 0 Diskopnakertr Kab
Wilavah dilatih - 1,00 12.480.000 1,10 12.605.000 0 Sidrap

ilaya a ans
Keanggotaan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Peningkatan Jumlah anggota/
Pemahaman dan pengurus
Pengetahuan koperasi yang . Kab
Perkoperasian serta | mendapatkan 0 12,00 | 12.480.000 12,00 12.605.000 Er'fsk"p”akem Sidrap
Kapasitas dan pelatihan/
Kompetensi SDM sosialisasi
Koperasi
PROGRAM Persentase
PEMBERDAYAAN
USAHA UMKM yg
MENENGAH, \%?Srl:gtas}ahan . 748 75 | 59.183.000 75,1 94.580.000 752 95.525.000 | Diskopnakertr sﬁ?:
USAHA KECIL, ectolot y ans P
DAN USAHA diberdayakan
MIKRO (UMKM) y
Pemberdayaan
Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui
Pendataan, Jumlah UMKM
emitraan, ang meningkat
Kemudahan y lg h g 0 Disk kert Kab
Perizinan, oo e 1400 | 59183000 | 20,00 | 94.580.000 2400 | 95525000 | SOPMAENT | sidrap
Penguatan di
iberdayakan

Kelembagaan dan
Koordinasi dengan
Para Pemangku
Kepentingan
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Sub kegiatan :
Pendataan Potensi | Data akurat Kab
dan UMKM yang 0 100 | 9.183.000 100 | 44580000 | 1,00 45525000 | Diskopnakertr | gy
Pengembangan terwujud ans
Usaha Mikro
Sub kegiatan :
Pemberdayaan Jumlah
Kelembagaan wirausaha 50 Diskopnakertr Kab
Potensi dan pemula yang 100,00 | 50.000.000 100,00 | 50.000.000 100,00 50.000.000 ans Sidrap
Pengembangan tercipta
Usaha Mikro
Persentase
PROGRAM .
PENGEMBANGAN | Useha Miko dan 93 ) Diskopnakertr | 20
Kecil terhadap 2.451.238.000 | 91,99 524.000.000 91,90 529.240.000 Sidrap
UMKM ans
total UMKM
Kegiatan:
Pengembangan Persentase
Usaha Mikro usaha mikro Kab
dengan Orientasi | yang naik 2 200 | 2451238000 | 1,00 | 524.000.000 | 1,00 520240000 | Diskopnakertr | g0
eningkatan Skala | menjadi usaha ans
Usaha Menjadi kecil
Usaha Kecil
Sub Kegiatan:
Fasilitasi Usaha
Mikro Menjadi
Usaha Kecil dalam | Jumlah usaha
Pengembangan mikro yang naik 100 Diskopnakerr Kab
Produksi dan menjadi usaha 5,00 2.451.238.000 | 2,00 524.000.000 2,00 529.240.000 ans Sidrap
Pengolahan, kecil
Pemasaran, SDM,
serta Desain dan
Teknologi
Meningkatn
ya kualitas PROGRAM Persentase
Memperluas tengga PELATIHAN Lulusan . Kab
resempatan | kerja ok KERJA DAN Bersertifikat 100 1 400,00 | 1203335000 | 100,00 | 718.000.000 | 100,00 | 725.180.000 | Diskopnakertr | gy
erja mendukung PRODUKTIVITAS Pelatihan ans
investasi TENAGA KERJA
daerah
Kegiatan : Persentase Kab
Ee'a".sa”aa” pelaksanaan 40 4500 | 1203335000 | 4600 | 718.000.000 | 47,00 | 725180000 | Diskopnakertr | g oy
elatihan pelatihan ans
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berdasarkan Unit

Kompetensi
Sub kegiatan:
Proses
Pelaksanaan
Eerc:jﬁikan dan Jumlah pencari 850 Disk kert Kab
Kea' an | kerja yang dilatih 500,00 | 532.543.000 | 500,00 | 41.000.000 500,00 | 41.180.000 ISKOPNAKEMT 1 Sigrap
eterampilan bagi ans
Pencari Kerja
berdasarkan Klaster
Kompetensi
Sub kegiatan: Jumlah sarana
Pengadaan Sarana | dan prasarana 0 Diskopnakerr Kab
Pelatihan Kerja pelatihan kerja 4,00 670.792.000 5,00 677.000.000 5,00 684.000.000 ans Sidrap
Kabupaten/Kota yang tersedia
Besaran
PROGRAM pekerja/bqrt:jh ot
yang menjadi . a
:L%%USNT%\:‘L peserta program 86,80 9| 829.978.000 9111 1.505.086.000 12 | 1520437000 | DHOPKEMT | g
jaminan sosial
ketenagakerjaan
Kegiatan:
Pengesahan
Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran
- . Besaran
Perjanjian Kerja emeriksaan 18,5 Diskopnakertr Kab
Bersama untuk P ’ 21,00 25.000.000 22,00 25.000.000 23,00 25.502.000 P Sidrap
Perusahaan yan perusahaan ans
yang
hanya Beroperasi
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Sub kegiatan:
Penyelenggaraan
Pendataan dan Jumlah
Informasi Sarana perusahaan yang 40 Diskopnakertr K ab
Hubungan Industrial | didata 25,00 25.000.000 27,00 25.000.000 29,00 25.502.000 ans Sidrap

dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta
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Pengupahan
Kegiatan:
Pencegahan dan
Penyelesaian Persentase
Perselisinan h
Hubungan tPenagéa onorer cab
- emda yang . a
'}Qgr”:tg:r'] Mogok | Giindung 100 1001 804.978.000 1001 1 480.086.000 10011 494.635.000 gr'fsk"p”akem Sidrap
Periutupan asurans|
Perusahaan di ketenagakerjaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Sub kegiatan:
Ez{ﬁg::::r?an Jumlah tenaga
Jaminan Sosial 3223&?&??5“ 4900 | 4.969,0 5.018,0 Diskopnakertr | <20
Tenaga Kerja dan . U] 804.978.000 - 1.480.086.000 | 5.067,00 | 1.494.635.000 Sidrap
Fasilitas asuransi 0 0 ans
Kesejahteraan ketenagakerjaan
Pekerja
Meningkatn
Mengemban ya 0G
kan dan penge.mban PROGRAM Persentase
%ema'ukan gan wilayah PEMBANGUNAN Satuan 0 Diskopnakertr Kab
kawasjan pedesaan KAWASAN permukiman 2,00 304.832.000 2,10 734.500.000 2,30 1.091.845.000 ans P Sidrap
transmigrasi melalui TRANSMIGRASI yang dibina
transmigras
i
Kegiatan: Penataan
Persebaran Persentase
Penduduk yang transmigran yang 78 Diskopnakertr Kab
Berasal dari 1 dibina 76,10 304.832.000 75,80 734.500.000 75,30 1.091.845.000 ans Sidrap

(satu) Daerah
Kabupaten/Kota




82

Sub kegiatan:
Koordinasi dan
Sinkronisasi .
. jumlah
gzgwabS:rT 3nan transmigran yang 50 Diskopnakertr Kab
1guna mendapat 50,00 50,00 50.000.000 P Sidrap
Transmigrasi yang 0 ans
; fasilitas bantuan
Berasal dari 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Sub kegiatan:
Penyiapan
Lingkungan Hunian ‘umiah sarana
Fisik, Sosial, Jhunian an 3 Diskopnakertr Kab
Ekonomi bagi di ' yang 3,00 304.832.000 3,00 684.500.000 3,00 991.845.000 P Sidrap
ipersiapkan ans
Penduduk
Setempat dan
Transmigran
Sub kegiatan: Jumlah Kab
Pelatihan transmigran yag 0 . 5000 | 50.000000 | 5000 | 50000000 | Diskopnakertr | iy
Transmigrasi dilatih ans
PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN | transmigran yang 2 Diskopnakertr Kab
KAWASAN lepas 23,90 23.089.000 24,20 51.000.000 24,70 51.510.000 ans P Sidrap
TRANSMIGRASI bina/mandiri
Keaiatan: persentase
egiatan: .
transmigran yang
Pengembangan memperoleh Kab
Satuan P 43 Diskopnakertr .
. bantuan 44,00 23.089.000 45,00 51.000.000 46,00 51.510.000 Sidrap
Permukiman pada ans
o pengembangan
Tahap Kemandirian
usaha
Sub kegiatan: Jumlah sarana
Penguatan yang dibantukan
Infrastruktur Sosial,
Ekonomi dan 2 Diskopnakertr Kab
Kelembagaan 2,00 23.089.000 2,00 51.000.000 2,00 51.510.000 ans P Sidrap
dalam rangka
Kemandirian
Satuan Pemukiman
PROGRAM Cakupan
PENUNJANG penunjang o o 0 o . Kab
URUSAN urusan 100% 100% | 3903988000 | '90% | 5600508000 | 190% | 5842017123 Er']iko"”ake”r Sidrap
PEMERINTAHAN pemerintah
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DAERAH daerah
KABUPATEN/KOT
A
Kegiatan Cakupan
Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, dan | Penganggaran, Kab
i Kineri i 0, 0 0 0 i
Evaluasi Kinerja dgn EvaluaS| 100% 100% 25.980.000 100% 96.240.000 100% 26.500.000 Diskopnakertr Sidrap
Perangkat Daerah Kinerja ans
Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan:
Penyusunan Jumlah dokumen Kab
Dokumen perencanaan 3 300 | 15.980.000 3| 16140000 3 | 16300000 | Diskopnakertr | g0y
Perencanaan yang dibuat ans
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan: Jumlah dokumen Kab
ng::;i‘ af'g‘;gfah gi"ball:f‘s' yang 1 100 | 10.000.000 ! 10.100.000 f 10.200.000 Er'fsk"p”akem Sidrap
Kegiatan: Cakupan
Administrasi Administrasi Kab
0, 0, 0, 0, i
Keuangan Keuangan 100% 100% 3.159760.000 100% 4.683.508.900 100% 4.867.999.123 Diskopnakertr Sidrap
Perangkat Daerah Perangkat ans
Daerah
Sub Kegiatan : Jumlah bulan
Penyediaan Gaji penyediaan gaji . Kab
dan Tunjangan dan tunjangan 14 14,00 | 3.136.890.000 | 14,00 | 4.660.410.900 | 1400 | 4.844.669.123 gr'fsk°p”akem Sidrap
ASN ASN
Sub Kegiatan: Jumlah
Pelaksanaan dokumen/bahan Kab
Penatausahaan dan | pelaksanaan T4 71500 | 14780000 | 720 | 14928000 | 72500 | 15.077.000 | Diskopnakerr | g
Pengujian/Verifikasi | verifikasi yang ans
Keuangan SKPD diselesaikan
Sub Kegiatan:
I Jumlah laporan
Koordinasi dan .
Penyusunan keuangan akhir 1 Diskopnakertr Kab
Laporan Keuangan tahun yang 1,00 8.090.000 1 8.170.000 1,00 8.253.000 ans Sidrap
Akhir Tahun SKPD | temuiud
Kegiatan: Cakupan
Administrasi Administrasi Kab
H H 0, 0, 0, 0, H
Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% 40.084.000 100% 20.194.000 100% 40.685.000 Diskopnakertr Sidrap
Perangkat Daerah Perangkat ans

Daerah
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ﬁgg P;?g::]an: Jumlah pakaian
Pakgian Dinas dinas dan atriout 0 Diskopnakertr Kab
: perlengkapannya 35,00 20.090.000 - 35,00 20.290.000 P Sidrap
Beserta Atribut ana diadakan ans
Kelengkapannya yang
Sub Kegiatan: Jumiah ASN
E:ggglt:ﬁ;]ndan yang didata dan 35 Diskopnakertr Kab
Administrasi diolah 35,00 10.000.000 35 10.100.000 35,00 10.200.000 ans Sidrap
K . administrasinya
epegawaian
Sub Kegiatan: Jumlah ASN
hEA\?ar\}S:g?%an yang dimonev 35 Diskopnakertr Kab
I dan dinilai 35,00 9.994.000 35 10.094.000 35,00 10.195.000 Sidrap
Penilaian Kinerja Kinerianva ans
Pegawai 1any
Kegiatan:Administra | Cakupan
si Umum Perangkat | Administrasi o o 0 o . Kab
Daerah Umum Perangkat 100% 100% | 313577000 | 190% | 372.973.000 100% 1 374 155,000 Er'fsk"p”akem Sidrap
Daerah
Sub Kegiatan: Jumlah
Penyediaan komponen Kab
Kpmponen Instalasi | listrik/peneranga 44 37,00 1432000 37 1.446.000 37,00 1.461.000 Diskopnakertr Sidrap
Listrik/Penerangan | nyang ans
Bangunan Kantor disediakan
Sub Kegiatan: Juumlah bahan Kab
Penyediaan Bahan | |ogistik kantor 0 4752,0 Diskopnakertr X
Logistik Kantor yang disediakan 0 106.920.000 4.752 107.989.000 4.752,00 | 109.069.000 ans Sidrap
Sub kegiatan: Jumlah barang
Penyediaan barang | cetakan dan . Kab
cetakan dan penggandaan 0 ; 12500 | 5.000.000 2)2'500’0 5.000.000 gr'fsk°p”akem Sidrap
penggandaan yang disediakan
Sub Kegiatan:
P bacaan yang 0 Diskopnakertr .
eraturan B 389,00 | 3.480.000 389 3.514.000 389,00 3.550.000 Sidrap
disediakan ans
Perundang-
undangan
E;’s_ﬁ:g"?(ta”f " Jumlah hidangan Kab
ilitasi Kunjungan ;
Tamu tamu yang 200 | 1500 | 4975000 | 215 | 5.024.000 21500 | 5075000 | Diskopnakertr | gy
disediakan ans
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Sub Kegiatan:
Penyelenggaraan Jumlah rapat Kab
Eapat Koardinasi | koordinasi yang % 154,00 | 196.770.000 | 154 250.000.000 | 15400 | 250.000.000 | Diskopnakertr | i
an Konsultasi dilaksankan ans
SKPD
Kegiatan: Cakupan
Pengadaan Barang | Pengadaan
Milik Daerah Barang Milik
Penunjang Urusan Daerah o o 0 o . Kab
Pemerintah Daerah | Penunjang 100% | 100% | eeeaso00 | 199% | 260,000,000 100% | 208189000 | Diskopmakertr | gy
Urusan ans
Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan: Jumlah kendaran
Pengadaan perorangan dinas
kendaran atau kendaraan Kab
perorangan dinas dinas ngatan 0 ) 3 90.000.000 3,00 90.000.000 Diskopnakertr Sidrap
atau kendaraan yang diadakan ans
dinas jabatan yang
diadakan
Sub Kegiatan: Jumlah mebel Kb
Pengadaan mebel ang diadakan . a
¢ yang 0 ; 10 50.000.000 10,00 | 50.000.000 Er'fsk"p”akem Sidrap
Sub Kegiatan: Jumlah Peralatan
Pengadaan dan Mesin 0 Diskopnakerr Kab
Peralatan dan Lainnya yang 3,00 50.193.000 7 100.000.000 4,00 51.202.000 ans Sidrap
Mesin Lainnya diadakan
Sub Kegiatan: Jumlah Sarana
Pengadaan Sarana | dan Prasarana
dan Prasarana Gedung Kantor 0 Diskopnakertr Kab
Gedung Kantor atau Bangunan 2,00 16.652.000 3 20.000.000 3,00 16.987.000 ans P Sidrap
atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya diadakan
Kegiatan: Cakupan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa . . . . Kab
ienun!ang Urusan | Penunjang 100% 100% 182.283.000 100% 920.000.000 100% 206.982.000 Diskopnakertr Sidrap
emerintahan Urusan ans
Pemerintahan
Sub Keglatan. Jumlah waktu
Penyediaan Jasa penyediaan jasa 12 Diskopnakertr Kab
Komunikasi, listrik 12,00 48.000.000 12 70.000.000 12,00 70.000.000 ans Sidrap

Sumber Daya Air
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dan Listrik
Sub Kegiatan: Jumlah waktu
Penyediaan Jasa penyediaan jasa 12 Diskopnakertr Kab
Pelayanan Umum pelayanan umum 12,00 134.283.000 12 150.000.000 12,00 136.982.000 ans Sidrap
Kantor kantor
Kegiatan: Cakupan
Pemeliharaan Pemeliharaan
Barang Milik Barang Milik
Daerah Penunjang | Daerah o o 0 o . Kab
Urusan Penunjang 100% 100% 1 145450000 | 199% | 116,613,000 100% | 147507000 | Diskopnakertr | giyan
Pemerintahan Urusan ans
Daerah Pemerintahan

Daerah
Sub Kegiatan:
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Jumlah
Biaya Pemeliharaan | kendaraan dinas Kab
fj‘” Pajak yang dipelihara " 1200 | 81970000 | 12 82790000 | 1200 | 83et7.000 | DiSkopnakerr | g o

endaraan dan dibayar ans

Perorangan Dinas pajaknya
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan: Jumlah Peralatan
Pemeliharaan dan Mesin 14 Diskopnakertr Kab
Peralatan dan Lainnya yang 19,00 11.725.000 15 11.842.000 16,00 11.690.000 ans Sidrap
Mesin Lainnya dipelihara
Sub Kegiatan: Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Reha | Kantor dan
bilitasi Gedung Bangunan 1 Diskopnakertr Kab
Kantor dan Lainnya yang 1,00 10.000.000 2 10.100.000 2,00 10.200.000 ans Sidrap
Bangunan Lainnya | dipelihara/direha

bilitasi
Sub Kegiatan: Jumlah Sarana
Pemeliharaan/Reha | dan Prasarana
bilitasi Sarana dan Gedung Kantor 15 Diskopnakerr Kab
Prasarana Gedung | atau Bangunan 14,00 11.764.000 15 11.881.000 15,00 12.000.000 ans Sidrap

Kantor atau
Bangunan Lainnya

Lainnya yang
dipelihara
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Untuk

mengukur tercapainya Rinerja tujuan, sasaran, pragram, dan kegiatan tersebut telah pula

ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya. Indikator-indikator tersebut mengacu pada

indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD. Hal ini dimaksudkan agar indikator yang ingin

dicapaiu perangkat daerah dapat menunjang tercapainya indikator tujuan dan sasaran

daerah yang dituangklan dalam RPJMD. Keselarasan indikator tersebut dapat terlihat pada
tabel 7.1

7..

7.2.

7.3.

7.4.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerjo Utama
sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam
RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuron
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
dapat dilihat pada tabel 7.2.

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
dapat dilihat pada tabel 7.3.

Indikator Standar Pelayanan Minimal

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
bukanlah perangkat daerah yang memberikan palayanan dasar sehingga tidak
memiliki Indikator Standar Pelayanan Minimail.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indokator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan Dinas Koperasi,

UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tujuan
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ke-delapan yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan

yang Layak Untuk Semua” yang indikatornya disajikan pada tabel 7.5.

Tabel TC-28 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang
mengdacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra
Kondisi
Kinerja
A Jl Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
No. Indikator wa pada Akhir
Renstra )
Periode Renstra
2019 2021 2022 2023
1 Rata-rata Produktivitas 2.951 3.100 3.150 3.200 3.200
Koperasi dan UMKM
(Rp Juta per tahun )
2 Tingkat penyerapan 3,2 3,22 3,23 3,24 3,24
tenaga kerja (%)
3 Persentase kawasan o 50 70 100 100
transmigrasi yang lepas
binaan (%)




Tabel 7.1. Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
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TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR KONDISI TARGET CAPAIAN PERUBAHAN KONDISI KINERJA
NO PERUB PERUB PERUB
RPJMD TUJUAN RPJMD SASARAN RENSTRA RENSTRA RENSTRA AWAL RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA AKHIR
RPJMD RPJMD PD PD PD 2019 2020 2021 2022 | 2023 | PERUBRENSTRA
Meningkatkan PDRB Meningkatnya Pertumbuhan Meningkatkan Meningkatnya Pertumbuhan rata-
pendapatan Perkapita (juta produktivitas Ekonomi (%) daya saing daya saing rata Produksi
masyarakat rupiah) sektor-sektor koperasi dan koperasi dan koperasi dan 5 13 15 16 1,7 17
perekonomian UMKM UMKM UMKM (%)
daerah
Rata-rata
Produktivitas
Koperasi dan
UMKM (Rp Juta 2951 | 3000 3100 | 3150 | 3200 3200
per tahun )
Meningkatkan Tingkat Meningkatnya Nilai Investasi Memperluas Meningkatnya Tingkat partisipasi
Penyerapan Pengangguran pertumbuhan (Juta Rupiah) kesempatan kerja | kualitas tenaga angkatan kerja
Tenaga Kerja Terbuka (%) investasi dan kerja untuk (%) 55,39 56 572 | 57,7 58 58
daya saing mendukung
daerah investasi daerah
tingkat
penyerapan
tenaga kerja (%) 32 3,21 322 | 323 | 324 3,24
Meningkatkan Indeks Desa Terwujudnya Persentase Desa Meningkatnya persentase
Pembangunan Membangun Desa Maju dan Maju dan Mandiri | Mengembangkan | pengembangan peningkatan
dan (indeks) Mandiri (%) dan memajukan wilayah pedesaan | pendapatan
Pemberdayaan kawasan melalui transmigran (%) 3 08 1,00 1.2 1.5 1.5
Masyarakat transmigrasi transmigrasi
Desa
persentase
kawasan
transmigrasi yang
lepas binaan (%) 0 0 0| 100 100




Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
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BIDANG URUSAN/ CAPAIAN TARGET CAPAIAN KONDISI KINERJA
NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI INDIKATOR KINERJA PADA AKHIR
UTAMA 2019 2020 2021 2022 2023 PERUB RENSTRA
Urusan Koperasi dan UKM
1 Pertumbuhan rata-rata Produksi Selisih Rata-rata produksi
koperasi dan UMKM (%) koperasi dan UKM tahun ini dan
tahun lalu dibagi rata-rata > 13 15 1,6 17 1,7
produksi tahun lalu dikali 100%
2 Rata-rata Produktivitas Koperasi Total volume usaha koperasi dan
dan UMKM ( Rp Juta per tahun) UKM sampel dibagi jumlah 2951 3000 3100 3150 3200 3200
sampel
Urusan Tenaga Kerja
3 Tingkat partisipasi angkatan kerja | Jumlah pendduduk angkatan kerja
(%) dibagi jumlah penduduk usia kerja | 55 39 56 57,2 57,7 58 58
(15 - 64 th) dikali 100%
4 tingkat penyerapan tenaga kerja Jumlah pencari kerja yang
(%) mendapat pekerjaan dibagi 3,2 3,21 3,22 3,23 3,24 3,24
jumlah pencari kerja dikali 100%
Urusan transmigrasi
5 persentase peningkatan Selisih pendapatan transmigran
pendapatan transmigran (%) tahun ini dan tahun lalu dibagi
pendapatan transmigran tahun ini 3 0,8 1,00 1,2 1,5 1.5
dikali 100%
6 persentase kawasan transmigrasi Jumlah kawasan transmigrasi
yang lepas binaan (%) yang lepas binaan dibagi jumlah 0 30 50 70 100 100
kawasan transmigrasi dikali 100%




Tabel 7.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
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BIDANG URUSAN/ CAPAIAN TARGET CAPAIAN KONDISI KINERJA
NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI INDIKATOR KINERJA PADA AKHIR
UTAMA 2019 2020 2021 2022 2023 PERUB RENSTRA
Urusan Koperasi & UKM
1 | Persentase Koperasi yang Jumlah Koperasi yang
tuhi orinsi e
mematuni prinsip mematuhi prinsip 50 55 57 57,1 57,2 57,2
perkoperasian perkoperasian dibagi total
koperasi dikali 100%
2 | Persentase peningkatan nglah koperasi ~ yang
Koperasi berkualitas meningkat kualitasnya
berdasarkan RAT, volume usaha dan 78 8,1 8,2 8,2
asset
x 100%
Jumlah seluruh koperasi
3 | Persentase koperasi aktif Jumlah koperasi yang
meningkat kualitasnya
berdasarkan RAT, volume usaha dan 45 45,5 16 46,5 47 47
asset
x 100%
Jumlah seluruh koperasi
4 | Persentase UMKM yg jumlah UMKM yang
meningkat volume usahanya | meningkat volume
setelah diberdayakan usahanya setelah
. . . 74,8 74,9 75 75,1 75,2 75,2
diberdayakan dibagi
Jumlah UMKM yang
diberdayakan dikali 100%
5 . : o
: (jumlah usaha mikro + kecil) dibagi
EggfgﬁﬁgS?:tzl'\ﬂm&a“ jumiah Usaha mikro + 93,0 o5 | 9200 9190| 91,80 91,80
P kecil+menengah dikali 100%
6 | Jumlah UMKM aktif jumlah UMKM yang masih
26200 26.000 26.050 | 26100 | 26150 26150

menjalankan usahanya
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7 Jumlah UKM Non BPR/LKM
Persentase UKM non aktif dibagi total UKM non BPR 998 98,1 985 08.6 08.7 08.7
BPR/LKM aktif dikali 100% ' ' ' ' '
8 . Jumlah UKM aktif dibagi total
Persentase BPR/LKM aktif UKM dikali 100% 66,3 65,2 65,5 65,5 65,5 65,5
Urusan Tenaga Kerja
9 Jumlah lulusan
Persentase Lulusan bersertifikat pelatihan
Bersertifikat Pelatihan dibagi jumlah peserta 100 100 100,00 100 100 100
pelatihan dikali 100%
10 Jumlah pencari kerja yang
Besaran pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah )
terdaftar yang ditempatkan pencari kerja yang 68,5 68,70 68,8 68,8
terdaftar dikali 100%
11 Jumlah pekerja peserta
Besaran pekerja/buruh yang iamin an?s osi ajl P
menjadi peserta program jaminan J . L 15,4 15,5 16,00 16,5 17 17
sosial ketenagakerjaan _ketenagakerjf’ian_ dlb.agl
jumlah pekerja dikali 100%
12 | Angka partisipasi angkatan Angkatan kerja 15 th ke atas
kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 61,67 61,7 62 62,2 62,5 62,5
th ke atas dikali 100%
13 Jumlah penduduk angkatan
Tingkat Partisipasi Angkatan | kerja dibagi jumlah penduduk
Kerja angkatan kerja (15 - 64 th) dikali 56,16 56,92 57 57,3 57,5 57,5
100%
14 | Tingkat pengangguran terbuka | Jumlah penganggur terbuka
usia angkatan kerja dibagi
4,75 5,9 5,90 5,8 9,7 5,7

Jumlah penduduk usia angkatan
kerja dikali 100%
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15 | Rasio penduduk yang bekerja Jumlah penduduk yang bekerja
dibagi jumlah angkatan kerja 95,25 95,3 95 95,3 95,5 95,5
dikali 100%
16 | Rasio Kesempatan Kerja Kesempatan kerja dibagi
Terhadap Penduduk Usia 15 Jumlah penduduk 15 th ke atas 53,58 55 55,2 55,5 55,5
Tahun Ke Atas dikali 100%
17 | Angka Sengketa Pengusaha- Jumlah sengketa pengusaha
Pekerja per Tahun pekerja dibagi jumlah 0 0 0 0
perusahaan dikali 100%
18 | Besaran Kasus yang ¥ Kasus yang diselesaikan
Diselesaikan dengan Perjanjian | melalui Perjanjian Bersama (PB) 0 0 0 0
Bersama (PB) dibagi 2 Kasus yang dicatatkan
dikali 100%
19 | Besaran Pencari Kerja Yang Y Pencari kerja yang
Terdaftar Yang Ditempatkan ditempatkan dibagi X Pencari 68,5 25 30 35 40 40
kerja yang terdaftar dikali 100%
20 | Keselamatan dan Perlindungan | Jumlah perusahaan yang
menerapkan K3 pada tahunn
dibagi Jumlah perusahaan di 46,2 50 52 54 54
wilayah Kabupaten Sidenreng
Rappang tahun n dikali 100%
21 | Besaran Pekerja/Buruh Yang 3 Pekerja/Buruh peserta BPJS
menjadi Peserta Program BPJS | TK dibagi X Pekerja/Buruh dikali 75,5 77 78 79 79

TK

100%
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22 | Perselisihan Buruh Dan Jumlah penyelesaian
Pengusaha Terhadap persediaan buruh dan
Kebijakan Pemerintah pengusaha dengan kebijakan
Daerah pemda pada tahun n dibagi 0 0 0 0 0 0
Jumlah kejadian perselisihan
buruh dan pengusaha dengan
kebijakan pemda dikali100%
23 | Besaran Pemeriksaan 2 Perusahaan yang telah
Perusahaan diperiksa dibagi > Perusahaan 18,5 20 20 21 22 22
yang terdaftar dikali 100%
24 | Besaran Pengujian Peralatan di | X Peralatan yang telah diuji
Perusahaan dibagi Z Peralatan yang telah 0 0 20 20 20 20
terdaftar dikali 100%
25 ) Produk Domestik Bruto (milyar
Laju Pertumbuhan PDB pet | 1) gibagi jumlah tenaga kerja 7,64 75 7.7 7.9 7.9
tenaga kerja dikali 100%
26 _ _ Proporsi tenaga kerja yang
Proporsi Teﬂagﬁf Kerja yang berusaha sendiri dan pekerja
Berusaha Sendiri dan Peketja | pebas keluarga terhadap total 36,31 37 37.3 37,5 37,5
Bebas Keluarga Terhadap kesempatan kerja dibagi Total
Total Kesempatan Kerja kesempatan kerja dikali 100%
2 sesran tenagaerayang | L et s
. ibagi i
mendapatkan pelatihan §l¢ pelating 0 0 50 50 50 50
berbasis k ) berbasis kompetensi dikali
erbasis kompetensi 100%
| Besaran tenaga kerjayang | £ SR IR
mendapatkan pelatihan & P 58,6 61 62 63 64 64

berbasis masyarakat

berbasis masyarakat dikali
100%
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29 Besaran tenaga kerja yang 2 Tenaga kerja yang dilatih
mendapatkan pelatihan dibagi > Pendaftar pelatLhan 80 80 80 80 80 80
kewirausahaan kewiraushaan dikali 100%
30 ] Jumlah lulusan S1/52/S3 dibagi
Rasio lulusan S1/52/S3 Jumlah penduduk dikali 10000 1.268,9 1300 1320 1330 1330
Urusan Transmigrasi
31 | Konstribusi transmigrasi Jml kontribusi PDRB dari
terhadap PDRB transmigrasi dibagai Jumlah 0,007 0,007 0,0073 0,0075 0,008 0,008
PDRB (milyar rp) dikali 100%
32 Jumlah satuan pemukiman
Persentase Satuan yang dibina dibagi total 0 9 00 21 29 99
permukiman yang dibina satuan pemukiman dikali ’ ’ ’ ’
100%
- Persentase transmigran yan Jumkah transmigran yang
onns bira/mandit granyang | mandiri dibagi total 22 23,90 42| 247 24.7
P transmigran dikali 100%
34 . Jumlah transmigrasi swakarsa
Persentase transmigran dibagi jumlah transmigrasi 15 15 15 15 15 15

swakarsa

dikali 100%
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Tabel 7.5. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

KONDISI TARGET CAPAIAN KONDISI KINERJA
Kode TARGET/INDIKATOR SATUAN | AwAL PADA AKHIR
Indikator

2019 2020 ‘ 2021 ‘ 2022 ‘ 2023 | PERUB RENSTRA

Tujuan : Memperluas kesempatan kerja yang layak

Tujuan SDG's: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan
yang Layak Untuk Semua

Target : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada
sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

8.2.1%* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja /Tingkat
pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

7,68 7,5 7,7 7,9 8 8

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan
inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian %

berdasarkan jenis kelamin 20,7 20,8 20,90 21,00 21,10 21,10
8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal % 64,7 64,8 65,00 65,10 65,20 65,20
8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian % 36,7 36,8 | 36,85| 36,90 | 36,95 36,95

Target: Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumberdaya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan
ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan
negaranegara maju sebagai pengarah

8.4.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).

Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda
dan penyandang ifabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya

8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja Rp/jam | 17.045 17.100 | 17.500 | 18.000 | 18.500 18.500
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin % 48 59 5.80 570 5 50 550
dan kelompok umur. ’ ’ d ’ ' ,
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8.5.2.(a) |Tingkatsetengah pengangguran | % ‘ 10,26 ‘ 10,2| 10,00| 9,70‘ 9,50‘ 9,50

Target: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.ifabilitas, dan
upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya

8.6.1* Persentase usia muda (15 - 24 tahun) yang sedang tidak

sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) % 19,91 19,7 19,50 19,20 19,00 19,00

Target: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan
mempromosikan budaya dan produk local

8.9.2%* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalamm proporsi %

terhadap total pekerja 1,76 | 1.8 1,85 1,90 2,00 2,00
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BAB VIl
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 -2023 ini
merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 -2023.

Seloma kurun waktu lima tahun ke depan, berbagai progrom dan kegiatan
pembangunan yang dirumuskan dalom Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Ini
dapat dilaksanakan dengan konsisten dan didukung peran aktif seluruh stakeholders dan
partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi
kesinambungan pelaksanaon program-program pembaongunan daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang periode berikutnya.

Pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik,
terutaoma dibidang koperasi, UKM, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian untuk mencapai
perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk
miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mengatasi
kesenjangan antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan.
Selain hal tersebut pelayanan publik di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat
pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel yang mampu
mewujudkan sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) dengan menggunakan
sistem elektronik yang transparan (electronic governance).

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun sebagai pedoman

untuk pelaksanaon progrom dan kegiatan seloma kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
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dan selanjutnya rencana strategis ini akan dijabarkan ke dalaom rencana kerja OPD setiap

tahunnya.

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2021

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang

ANDI SAFARI RENATA, $.I.P.M.Si.
NIP. 19730306 199202 1 002




